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Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku 
di  Ambon 
   
 

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi 

Maluku sampai dengan triwulan III tahun 2022, sebagai berikut: 

1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerja 

a. Pengawasan 

Dari 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Program (IKP) pengawasan dalam 

perjanjian kinerja tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku ditargetkan 

sebanyak 21 (dua puluh satu) IKP dan sebanyak 17 (tujuh belas) IKP terealisasi 

sampai dengan triwulan III tahun 2022. Capaian kinerja IKP selama triwulan III 

tahun 2022 sebagai berikut:  

1) IKP: Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, nilai optimalisasi penerimaan daerah 

yang terealisasi Rp311.535.000,00. Dengan demikian capaian IKP "Nilai 

Optimalisasi Penerimaan Daerah Yang Terealisasi" sebesar 122,171% dari 

target tahun 2022 sebesar Rp255.000.000,00. Tidak terdapat hambatan 

pencapaian target IKP. 

2) IKP: Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, nilai potensi penerimaan daerah yang 

dioptimalisasi sebesar Rp3.533.329.853,00. Dengan demikian capaian IKP " 

Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi" sebesar 833,25% dari target 

tahun 2022 sebesar Rp424.000.000,00. Tidak terdapat hambatan pencapaian 

target IKP.  

3) IKP: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, nilai efisiensi pengeluaran negara dan 

daerah sebesar Rp392.796.991.325,12. Dengan demikian capaian IKP " Nilai 

efisiensi pengeluaran negara dan daerah " sebesar 254,26% dari target 

Rp154.487.000.000,00 target tahun 2022. Tidak terdapat hambatan 

pencapaian target IKP. 
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4) IKP: Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah 

Salah satu fungsi pengawasan BPKP di bidang investigasi berdasarkan 

Perpres 192 Tahun 2014 adalah melakukan audit investigatif (AI), audit 

penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), pemberian keterangan ahli 

(PKA), dan audit dengan tujuan tertentu lainnya bidang investigasi (ATTLBI). 

Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU tersebut adalah AI, 

PKKN, dan ATTLBI yang sepenuhnya berbasis kasus, khusus untuk PKKN 

dilakukan hanya sepanjang terdapat permintaan dari Aparat Penegak Hukum 

(APH) kepada BPKP yang memenuhi persyaratan berdasarkan ekspose 

dan/atau penelitian awal. 

Nilai penyelamatan keuangan negara/daerah dalam indikator ini adalah total 

kerugian keuangan negara yang ditemukan dan disimpulkan dalam laporan 

hasil audit, yang rekomendasinya diberikan kepada pihak yang tepat dan 

berwenang untuk menindaklanjutinya dalam rangka pemulihan kerugian 

keuangan negara dan penegakan hukum. 

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022, terdapat realisasi atas nilai 

penyelamatan keuangan negara dan daerah sebesar Rp5.072.772.386,00. 

Dengan demikian capaian IKU "Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan 

Daerah" sebesar 10,20% dari target tahun 2022 sebesar 

Rp49.715.000.000,00. 

Hambatan pencapaian target IKP antara lain: 

a. Proses pengumpulan, analisis, dan evaluasi bukti memerlukan waktu 

yang relatif lama karena sifat fraud yang tersembunyi; 

b. Permintaan Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) 

Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) 

Negeri Kariu, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah Tahun 

Anggaran 2015 sampai dengan 2017 masih dalam proses 

pengumpulan dokumen oleh Penyidik Direskrimsus Polda Maluku dan 

Polresta Ambon; 

c. Permintaan Audit PKKN atas Perkara Dugaan TPK Pengadaan 

Sertifikat Tanah oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016 masih dalam proses 

pengumpulan dokumen oleh penyidik; 

d. Permintaan Audit PKKN atas Dugaan Perkara TPK Penyalahgunaan 

Dana dalam Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku ke 
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XXVII di Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017 masih dalam 

proses pengumpulan dokuken oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Buru; 

e. Permintaan Audit PKKN atas Dugaan TPK Biaya Perjalanan Dinas 

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun 

Anggaran 2017 dan 2018 sedang dalam pemeriksaan saksi-saksi oleh 

Penyidik kejari masih dalam proses pemeriksaan saksi dan 

pengumpulan dokumen oleh Penyidik Kejari MBD; 

f. Proses Audit Investigatif atas Perkara Dugaan TPK Penyimpangan 

Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada 

Kabupaten Kepulauan Aru dihentikan. Hal ini harus dilakukan karena 

pada saat tim sedang menyusun laporan hasil audit investigatif, Kepala 

Kepolisian Resor Kepulauan Aru menaikkan status penanganan 

perkara ke tahap penyidikan, dan mengirimkan permintaan audit PKKN 

untuk kasus tersebut ke Perwakilan BPKP Provinsi Maluku; 

g. Audit PKKN atas Perkara Dugaan TPK Pengadaan Makan dan Minum 

Tenaga Kesehatan Covid-19 pada RSUD dr. M. Haulussy Tahun 2020 

dan Audit PKKN atas Perkara Dugaan TPK Pembayaran Jasa Medical 

Check Up Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 

masih dalam pelaksanaan penugasan; dan 

h. Pembuktian unsur pelanggaran hukum atas penanganan kasus 

korupsi membutuhkan waktu yang lama. 

Strategi pencapaian target IKU adalah dengan melakukan koordinasi dan 

komunikasi baik secara lisan maupun tertulis dengan Aparat Penegak Hukum 

(APH), dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan di wilayah Provinsi Maluku 

5) IKP:Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan 

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional sering timbul 

permasalahan yang dapat menghambat. Penyebabnya dapat merupakan 

faktor ego sektoral, masalah interpretasi regulasi, atau kondisi di lapangan 

berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan atau 

kontrak. Jika permasalahan tidak terselesaikan, dapat berakibat tujuan 

pembangunan tidak tercapai. 

Salah satu kegiatan pengawasan BPKP adalah evaluasi hambatan 

kelancaran pembangunan (EHKP). Hambatan Kelancaran Pembangunan 

(HKP) didefinisi sebagai sebuah kondisi dimana proses pembangunan tidak 
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dapat mencapai output, outcome, dan manfaat yang telah ditetapkan karena 

adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan 

kewenangan para pihak terkait.  Secara konkret, HKP terjadi manakala 

dispute di antara dua atau lebih pihak atas suatu pelaksanaan kegiatan 

pembangunan  

Penugasan EHKP tersebut pada dasarnya adalah case-based yang 

bersumber dari pengembangan hasil pengawasan, current issues, atau 

permintaan instansi/BU. Penugasan EHKP adalah salah satu pewujudan 

Pasal 49 ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP bahwa BPKP 

melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas 

kegiatan yang bersifat lintas sektoral. 

HKP yang diselesaikan diartikan sebagai hasil penugasan EHKP yang 

berhasil membuahkan kesepakatan di antara para pihak yang berkepentingan 

terhadap hilangnya hambatan dan terlaksananya kesepakatan tersebut 

berupa pemilihan langkah penyelesaian dari alternatif penyelesaian yang 

dihasilkan berkat mediasi dan evaluasi yang dilakukan BPKP. Persentase 

HKP yang diselesaikan adalah proporsi hasil penugasan EHKP yang efektif 

(kesepakatan penyelesaian hambatan terwujud dan dilaksanakan) terhadap 

total penugasan HKP. Rumus pengukuran untuk IKU tersebut adalah  (Jml 

LEHKP yang kesepakatannya terlaksana)/(Total penugasan EHKP yang 

diterbitkan).  

PKP2T Bidang Investigasi tahun 2022 menetapkan sebanyak satu PP 

evaluasi hambatan kelancaran pembangunan yang harus dilaksanakan. 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, telah dilaksanakan 2 PP. Terhadap 

dua PP tersebut, para pemangku kepentingan telah sepakat untuk 

menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi, sehingga capain output adalah 

sebesar 100%. Dengan demikian capaian IKU "Persentase Hambatan 

Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan" adalah sebesar 117,65%, 

lebih besar dari target tahun 2022 sebesar 85,00%. 

6) IKP: Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, dari 9 (sembilan) BUMD yang telah 

dilakukan evaluasi, terdapat 2 (dua) BUMD dengan kinerja sehat atau 

terealisasi 22,22% dari jumlah BUMD yang dievaluasi oleh BPKP. BUMD 

tersebut, antara lain disajikan dalam tabel berikut ini: 
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No Nama BUMD Status Kinerja 

1. Perumda Panca Karya Sehat 

2. Perumdam Maren Kota Tual Sehat 

3. Perumdam Tirta Nusa Ina Kurang Sehat 

4. PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Kurang Sehat 

5. PDAM Kota Ambon Sakit 

6. PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Sakit 

7. PDAM Kabupaten Buru Sakit 

8. 
PDAM Gwar Gwamar Kabupaten Kepulauan 
Aru 

Sakit 

9. PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sakit 

Dengan demikian capaian IKP "Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat" sampai 

dengan triwulan III adalah sebanyak 2 (dua) BUMD atau mencapai 66,67% 

dari target sebanyak 3 (tiga) BUMD. Hambatan pencapaian target IKP antara 

lain: 

a. Harga jual air belum dapat menutupi biaya dasarnya (full cost recovery) 

sebanyak 6 (enam) PDAM;  

b. Tingkat kehilangan air (non revenue water) melewati ambang batas 25% 

sebanyak 5 (lima) PDAM; dan 

c. Kurangnya komitmen manajemen PDAM dalam menindaklanjuti                    

saran/rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja BPKP. 

7) IKP: Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, jumlah BLUD dengan kinerja sehat 

adalah sebanyak 1 (satu) BLUD. Dengan demikian capaian IKP "Jumlah 

BLUD dengan Kinerja Sehat" sebanyak 1 (satu) BLUD atau mencapai 100% 

dari target sebanyak 1 (satu) BLUD. BLUD dengan kinerja sehat yaitu RSUD 

Karel Sadsuitubun yang termasuk dalam kategori “Baik” dalam kelompok “A” 

dengan skor 65,09. 

8) IKP: Jumlah BUMDesa yang Mampu Menyusun Laporan 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, telah dilakukan bimbingan teknis 

peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa) di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon dengan menggunakan 

Aplikasi SIA BUMDesa. Kegiatan tersebut diikuti oleh 22 (dua puluh dua) 

BUMDesa. Dengan demikian capaian IKP "Jumlah BUMDesa yang Mampu 

Menyusun Laporan" adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) BUMDesa atau 

mencapai 62,86% dari target sebanyak 35 (tiga puluh lima) BUMDesa.  

Hambatan pencapaian target IKP adalah keterbatasan waktu dan jumlah 

SDM untuk melakukan pemantauan kepada BUMDesa, sehingga sampai 
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dengan triwulan III ini belum diketahui progres penyusunan laporan keuangan 

pada masing-masing BUMDesa. 

9) IKP: Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang 

Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti 

Beranjak dari identifikasi penyebab korupsi yang terdiri atas tiga aspek, yaitu 

aspek individu, aspek sistem dan aspek budaya, BPKP telah 

menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian korupsi melalui 

berbagai instrumen pengawasan, antara lain pengawasan intern yang secara 

khusus berfokus pada risiko korupsi.  Berbagai upaya tersebut dapat 

diklasifikasi dalam tiga strategi: edukatif, preventif dan represif. Strategi 

edukatif bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki 

pemahaman, perilaku serta budaya anti korupsi melalu proses pembelajaran 

informal yang tersetruktur. Strategi ini menjadikan pembelajaran sebagai 

faktor kunci pemberantasan korupsi, disamping proses preventif dan represif.  

Proses ini dilaksanakan melalui pembentukan Masyarakat Pembelajar Anti 

Korupsi (MPAK). Melalui pembelajaran informal yang terstruktur akan terjadi 

proses interaksi pemikiran dan pengetahuan, melahirkan individu yang 

mengerti dan memahami korupsi dan anti korupsi, selanjutnya termotivasi 

untuk melakukan tindakan anti korupsi melalui sarana sistem pengaduan 

internal. Dengan berjalanya waktu, melalui proses interaksi peserta belajar di 

lingkungan organisasinya diharapkan terjadi proses pembiasaan perilaku anti 

korupsi yang mengarah pada pembentukan budaya organisasi anti korupsi. 

Strategi preventif bertujuan mencegah terjadinya korupsi melalui penerapan 

sistem yang mampu mengendalikan korupsi melalui Fraud Control Plan (FCP) 

maupun Fraud Risk Assessment (FRA). Sistem diibaratkan sebagai 

lingkungan yang memiliki daya cegah bagi individu yang memiliki motivasi 

bertindak koruptif. Berbagai atribut dalam FCP dirancang untuk mewujudkan 

lingkuangan yang anti korupsi tersebut. Kinerja efektivitas hasil pengawasan 

didefinisikan sebagai persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah/Badan Usaha (K/L/P/BU) yang menindaklanjuti hasil pengawasan 

edukatif dan preventif, dengan rumus pengukuran adalah (Jumlah KLPBU 

yang menindaklanjuti rekomendasi)/(Jumlah KLPBU sasaran pengawasan 

preventif/edukatif) . 

PKP2T Bidang Investigasi tahun 2022 menetapkan sebanyak tujuh PP 

pengawasan preventif dan edukatif. Sampai dengan triwulan III tahun 2022 
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telah dilaksanakan lima PP dan semua rekomendasi hasil pengawasan telah 

ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan. Dengan demikian capaian 

IKU "Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang 

Dimanfaatkaan/Ditindaklanjuti" adalah sebesar 125,00%, lebih besar dari 

target tahun 2022 sebesar 80,00%.  

10) IKP: Jumlah Pemda Menindaklanjuti Area of Improvement dari Hasil 

Pengukuran IEPK 

IEPK merupakan komposit dari tiga pilar yang merepresentasi pengelolaan 

risiko korupsi secara komprehensif dan berada dalam perspektif Governance, 

Risk, Control (GRC). Pilar pertama adalah kapabilitas yang merupakan 

interseksi antara kapasitas, power, sumber daya, dan kompetensi lembaga 

yang menjadi kekuatan dari dalam (inside out) yang memampukan organisasi 

mengelola risiko korupsi secara efektif. Pilar ini bertumpu pada komitmen 

puncak yang ditunjukkan dengan adanya kebijakan, struktur, metoda, dan 

dukungan sumber daya yang eksplisit untuk tujuan mengelola risiko korupsi. 

Asesmen risiko korupsi secara komprehensif dan pengembangan 

infrastruktur cegah & deteksi, seperti sistem antisuap dan WBS, misalnya, 

menandai keberadaan kapabilitas ini. 

Pilar kedua adalah implementasi dari strategi cegah dan deteksi, yakni 

seberapa konkret strategi pencegahan diterapkan. Pilar ini menunjukkan 

seberapa jauh budaya organisasi anti korupsi tumbuh sebagai buah atas 

pengembangan kapabilitas di pilar satu. Pilar ini ditandai dengan tingkat 

kepedulian, transparansi, dan partisipasi pegawai/stakeholder dalam 

Whistleblowing System (WBS), serta keberadaan kepemimpinan etis dan 

iklim etis yang dirasakan pegawai dan stakeholder. Pilar ketiga adalah 

dimensi respon, yaitu melihat seberapa jauh konsistensi pengelolaan risiko 

korupsi diwujudkan. Sistem investigasi, tindakan korektif, termasuk sanksi 

kepada pelaku, serta frekuensi dan signifikansi peristiwa korupsi yang terjadi 

dan/atau persepsi korupsi menjadi penanda efektivitas pada pilar ketiga. 

Rumus pengukuran untuk IKU tersebut adalah (Jumlah Pemda 

menindaklanjuti Area of Improvement dari hasil pengukuran IEPK)/(Jumlah 

penugasan bimtek EPK di pemda). 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, jumlah Pemda yang menindaklanjuti 

Area of Improvement dari hasil pengukuran IEPK adalah dua pemda. Dengan 

demikian capaian IKU "Jumlah Pemda yang menindaklanjuti Area of 
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Improvement dari hasil pengukuran IEPK" adalah sebesar 200% dari target 

tahun 2022 sebanyak satu pemda. 

11) IKP: Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP Level 3 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, jumlah APIP kabupaten/kota dengan 

kapabilitas APIP level 3 adalah sebanyak 1 (satu) kabupaten/kota. Dengan 

demikian capaian IKP “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas 

APIP Level 3” sebesar 25% dari target tahun 2022 sebanyak 4 (empat) 

kabupaten/kota. Hambatan pencapaian target IKP antara lain: 

a. Kurangnya komitmen pimpinan APIP dalam melaksanakan penilaian 

mandiri untuk  meningkatkan kapabilitas APIP; 

b. Kurangnya kompetensi SDM APIP yang bertugas dalam melaksanakan 

penilaian mandiri peningkatan kapabilitas APIP; dan 

c. Evaluasi jenjang kedua atas penilaian mandiri oleh APIP yang baru akan 

dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2022. 

12) IKP: Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, jumlah Provinsi dengan maturitas 

SPIP ≥ level 3 adalah sebanyak 1 (satu) Provinsi. Dengan demikian capaian 

IKP " Jumlah Provinsi dengan maturitas SPIP ≥ Level 3" sebesar 100% dari 

target tahun 2022 sebanyak 1 (satu) Provinsi. Tidak terdapat hambatan 

pencapaian target IKP. 

13) IKP: Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, jumlah kabupaten/kota dengan 

maturitas SPIP ≥ level 3 adalah sebanyak 4 (empat) kabupaten/kota. Dengan 

demikian capaian IKP "Jumlah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP ≥ 

Level 3" sebesar 66,67% dari target tahun 2022 sebanyak 6 (enam) 

kabupaten/kota.  

Hambatan pencapaian target IKP antara lain: 

a. Belum berperannya fungsi tim satgas SPIP yang telah dibentuk dalam 

upaya peningkatan level maturitas penyelenggaraan SPIP pada 

pemerintah daerah; 

b. Kurangnya upaya penyebarluasan dan penyegaran kembali pemahaman 

pengendalian internal yang memadai secara internal oleh tim satgas SPIP 

dan kepala daerah; dan belum dilaksanakannya Penilaian Maturitas SPIP 

secara mandiri (self assessment). 
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14) IKP: Persentase  Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, jumlah desa yang menyusun laporan 

pertanggungjawaban keuangan desa adalah sebanyak 510 (lima ratus 

sepuluh) desa dari 1200 (seribu dua ratus) desa atau sebesar 42,50% di 

Provinsi Maluku. Dengan demikian capaian IKP "Persentase desa yang 

menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa" sebesar 70,83% 

dari target tahun 2022 sebesar 60,00%. Hambatan pencapaian target IKP 

antara lain: 

a. Penatausahaan dan pelaporan keuangan desa belum memadai; 

b. Desa tidak memiliki operator siskeudes yang tetap; dan 

c. Perangkat desa tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi. 

15)  IKP: Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, jumlah APIP yang telah 

mengimplementasikan siswaskeudes adalah sebanyak 2 (dua) APIP di 

Provinsi Maluku yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru. 

Dengan demikian capaian IKP "Jumlah APIP yang mengimplementasikan 

Siswaskeudes" adalah 2 (dua) APIP dari 4 (empat) APIP atau sebesar 

50,00% dari target tahun 2022. Hambatan pencapaian target IKP antara lain: 

a. Belum semua desa melakukan kompilasi data siskeudes; dan 

b. Kurangnya pemahaman perangkat desa terkait aplikasi siswaskeudes. 

16) IKP: Persentase Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan 

Kinerja Daerah 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, persentase pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah sebanyak 3 (tiga) pemda 

yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Provinsi 

Maluku. Dengan demikian capaian IKP “Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah” adalah 3 (tiga) pemda atau 

sebesar 300,12% dari target tahun 2022 sebesar 8,33%. Tidak terdapat 

hambatan pencapaian target IKP. 

17) IKP: Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara 

Memadai 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, jumlah desa yang menerapkan 

pengelolaan aset desa secara memadai adalah sebanyak 39 (tiga puluh 
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sembilan) desa dari 1.200 (seribu dua ratus) desa di Provinsi Maluku. 

Dengan demikian capaian IKP "Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan 

aset desa secara memadai " sebesar 66,10% dari target tahun 2022 sebesar 

59 (lima puluh sembilan) desa. Hambatan pencapaian target IKP antara lain: 

a. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan 

kewajiban menyusun laporan pengelolaan aset desa secara berkala; dan 

b. Belum adanya sosialisasi dari pemerintah daerah terkait pengelolaan aset 

desa. 

4 (empat) IKP lainnya akan dihitung capaiannya pada triwulan-triwulan 

berikutnya. 

a. Pendukung Pengawasan 

Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Program (IKP) Pendukung Pengawasan dalam 

perjanjian kinerja tahun 2022, sebanyak 4 (empat) IKP terealisasi sampai dengan 

triwulan III tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut: 

1) IKP: Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, capaian IKP nilai skor zona integritas 

unit kerja adalah sebesar 73,02% dari target tahun 2022 sebesar 77%. 

Capaian atas nilai skor zona integritas unit kerja diperoleh dari penilaian hasil 

evaluasi tim Inspektorat BPKP. Atas penilaian tersebut terdapat Area of 

Improvement yang akan ditindaklanjuti sebagai bentuk perbaikan kualitas 

pembangunan zona integritas pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku. 

2) IKP: Skor IKPA Unit Kerja (khusus unit kerja mandiri) 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, capaian IKP skor IKPA unit kerja 

adalah sebesar 97,09% dari target tahun 2022 sebesar 95%. Kondisi yang 

mendukung pencapaian kinerja adalah adanya monitoring atas pelaksanaan  

indikator kinerja yang dilakukan secara manual maupun melalui tools  yang 

dapat mengurangi hambatan dalam pelaksanaan. 

3) IKP: Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit 

Kerja Mandiri) 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, capaian IKP “Persentase Penyusunan 

Laporan Keuangan sesuai SAP” sebesar 100% dari target tahun 2022 sebesar 

100%. Kondisi yang mendukung pencapaian kinerja adalah penyusunan 

laporan keuangan unit kerja sudah berdasarkan pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). Tidak ada hambatan dalam pencapaian IKP Persentase 

Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP. 
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4) IKP: Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja) 

Sampai dengan triwulan III tahun 2022 telah dilakukan penilaian mandiri 

Manajemen Risiko (MR) Unit Kerja yang telah dilakukan evaluasi oleh 

Inspektorat BPKP dengan nilai sebesar 72,59 kategori “Cukup”. Dengan 

demikian capaian IKP “Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)” sampai 

dengan triwulan III tahun 2022 adalah sebesar 72,59% dari target tahun 2022 

sebesar 100%. Hambatan pencapaian target IKP ini adalah masih terdapat 

beberapa hal terkait penyusunan dan pengendalian MR unit kerja yang kurang 

tepat dan memerlukan perbaikan. 

4 (empat) IKP pendukung pengawasan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 akan 

dihitung capaiannya pada triwulan IV tahun 2022. 

Rincian target dan realisasi outcome sesuai perjanjian kinerja sampai dengan 

triwulan III tahun 2022 disajikan pada lampiran 1. 

2. Pencapaian Target Output Sintesa Hasil Pengawasan (SHP) 

Sesuai dengan data RMP dan RPL Topik dalam aplikasi SIMA sampai dengan 

triwulan III tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku ditargetkan untuk 

menghasilkan output sebanyak 44 Sintesa Hasil Pengawasan (SHP) pada triwulan 

III tahun 2022. 

Realisasi output s.d triwulan III tahun 2022 sebanyak 31 SHP atau 70,45% dari SHP 

berdasarkan informasi Topik triwulan III tahun 2022. Dibandingkan dengan rencana 

setahun tercapai 38,27% dari rencana output sebanyak 81 SHP. Disamping itu, 

terdapat 17 SHP yang ditargetkan pada triwulan I, II, III, dan IV yang sudah memiliki 

progres di triwulan III. 

Rincian target dan realisasi output pengawasan berdasarkan topik dan rincian 

progres SHP s.d triwulan III tahun 2022 disajikan pada Lampiran 2a dan 2b. 

3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT) 

a. PKPT Awal sesuai Perjanjian Kinerja/RKA Terakhir 

Realisasi PKPT berdasarkan rencana mulai penugasan (RMP) s.d triwulan III 

tahun 2022 sebanyak 90 PKPT atau 96,77% dari rencana PKPT berdasarkan RMP 

s.d triwulan III tahun 2022 sebanyak 93 PKPT. Jika dibandingkan dengan RMP 

setahun, maka PKPT utama s.d triwulan III tahun 2022 tercapai 82,57% dari RMP 

sebanyak 109 PKPT, dengan rincian realisasi penugasan pengawasan sebanyak 

263 PP. 
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Realisasi PKPT berdasarkan rencana penerbitan laporan (RPL) s.d triwulan III 

tahun 2022 sebanyak 86 PKPT atau 102,38% dari PKPT berdasarkan RPL s.d 

triwulan III tahun 2022 sebanyak 84 PKPT. Jika dibandingkan dengan RPL 

setahun, maka jumlah realisasi PKPT s.d triwulan III tahun 2022 tercapai 78,90% 

dari RPL sebanyak 109 PKPT, dengan rincian realisasi penerbitan laporan 

sebanyak 235 laporan. 

Realisasi PKPT berdasarkan RMP s.d triwulan III tahun 2022 yang telah di-entry 

ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 90 PKPT atau 100,00% dari jumlah realisasi 

PKPT berdasarkan RMP sampai dengan triwulan III tahun 2022, sedangkan 

realisasi PKPT berdasarkan RPL yang telah di-entry sebanyak 84 PKPT atau 

97,67% dari jumlah realisasi PKPT berdasarkan RMP sampai dengan triwulan III 

tahun 2022.  

b. PKPT Generik 

Realisasi PKPT generik berdasarkan RMP s.d triwulan III tahun 2022 sebanyak 3 

PKPT atau 100% dari RMP sebanyak 3 PKPT. Jika dibandingkan dengan RMP 

setahun, maka PKPT generik s.d triwulan III tahun 2022 tercapai 100% dari RMP 

s.d triwulan III tahun 2022 sebanyak 3 PKPT.  

Realisasi PKPT generik berdasarkan RPL s.d triwulan III tahun 2022 sebanyak 3 

PKPT atau 100% dari RPL sebanyak 3 PKPT. Jika dibandingkan dengan RPL 

setahun, maka PKPT generik s.d triwulan III tahun 2022 tercapai 100% dari RPL 

s.d triwulan III tahun 2022 sebanyak 3 PKPT.  

Realisasi PKPT generik berdasarkan RMP s.d triwulan III tahun 2022 yang telah 

di-entry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 3 PKPT atau 100%  dari jumlah realisasi 

PKPT berdasarkan RMP sampai dengan triwulan III tahun 2022, sedangkan 

realisasi PKPT  generik berdasarkan RPL yang telah di-entry sebanyak 3 PKPT 

atau 100% dari jumlah realisasi PKPT berdasarkan RMP sampai dengan triwulan 

III tahun 2022. 

Rincian pelaksanaan PKPT s.d triwulan III tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) disajikan pada lampiran 3a, rincian pelaksanaan PKPT berdasarkan 

bidang pengawasan disajikan dalam lampiran 3b. 

 

 



13 
 

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan 

(PKAU) 

Realisasi penugasan PKAU s.d triwulan III tahun 2022 sebanyak 51 PP atau 100% 

dari rencana s.d triwulan III tahun 2022 sebanyak 51 PP. Jika dibandingkan dengan 

rencana setahun, maka penugasan PKAU s.d triwulan III tahun 2022 tercapai 68,92% 

dari rencana sebanyak 74 PP.  

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d triwulan III tahun 

2022 sebanyak 51 laporan/dokumen atau 100% dari rencana s.d triwulan III tahun 

2022 sebanyak 51 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, 

maka jumlah laporan/dokumen yang terbit s.d triwulan III tahun 2022 tercapai 68,92% 

dari rencana sebanyak 74 laporan/dokumen.  

Rincian pelaksanaan RKT dukungan pengawasan s.d triwulan III tahun 2022 

disajikan pada lampiran 4. 

5. Penggunaan Hari Produktif 

Realisasi penggunaan hari pengawasan s.d triwulan III tahun 2022 sebanyak  

12.682 OH atau 88,53% dari rencana hari pengawasan setahun sebanyak 

14.325 OH. 

Realisasi penggunaan hari produktif (total OH PKPT awal + OH PKPT generik + OH 

PKAU) per pegawai s.d triwulan III tahun 2022 sebanyak 13.523 OH atau 86,82% 

dari rencana setahun sebanyak 15.576 OH. 

Rincian realisasi penggunaan hari produktif triwulan III tahun 2022 disajikan pada 

lampiran 5. 

6. Penyerapan Anggaran Pengawasan 

Realisasi anggaran pengawasan s.d triwulan III tahun 2022 sebesar 

Rp3.870.272.867,00 atau  52,05% dari anggaran pengawasan setahun sebesar 

Rp7.435.993.000,00. 

Rincian rencana dan realisasi anggaran s.d triwulan III tahun 2022 disajikan pada  

lampiran 6. 

 

 

 

 





Lampiran 1

Capaian (%)

Satuan Jumlah Tahun 2022

3 4               5 6

1 1 Rupiah

(Juta)

            255               311.535 122.171            392796,9913

2 Rupiah

(Juta)

            424                   3.533 833,25              

3 Rupiah

(Juta)

     154.487               392.796 254,26              

4 Rupiah

(Juta)

       49.715              5.073,00 10                     

2 1 PSN                  - -                          -                        

2 Persen               85 100                     117,65              

3 Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas Badan Usaha

1 BUMN                  - -

2 BUMD                 3 2                         66,67                

3 BLUD                 1                          1 100,00              

4 BUMDes               35 22                       62,86                

4 1 Persen             100 -                          -                        

2 Persen               80 100 125                   

3 Pemda                 1 2                         200                   

5 Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas Kualitas 

Pengendalian Intern K/L/P/BU

1 Prov                 1 -                          -                        

2 Kab/Kota                 4 1 25                     

3 Prov                 1 1 100                   

4 Kab/Kota                 6 4 66,67                

5 Prov                  - -                          -

6 Kab/Kota                 2 -                          -                        

7 Persen          60,00 42,50 70,83                

8 APIP                 4 2                         50                     

9 Persen            8,33 25                       300,12              

10 Desa               59 39                       66,10                

11 BUMN                  - -                          -

12 BLUD                 1 -                          -

6 Meningkatnya Tata Kelola Unit 

Kerja

1 Skor Skala 

100

77 73,02                  95                     

2 Skor Skala 

100

95 97,09                  102                   

3 Persen 100 100                     100                   

4 Nilai 80 -                          -

5 Skor Skala 

100

82 -                          -

6 Persen 100 72,59                  72,59                

7 Persen 65 -                          -

8 Indeks Skala 

100

76 -                          -

Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)

Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja 

Perwakilan)

Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)

Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP 

(khusus Unit Kerja Mandiri)

Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja 

Mandiri)

Nilai SAKIP Unit Kerja

Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)

Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ 

Level 3

Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3

Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3

Persentase  desa yang Menyusun laporan 

Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes

Persentase Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan 

keuangan dan kinerja daerah

Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa 

secara memadai

Jumlah BUMN dengan MRI ≥ Level 3

Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3

Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas Efektivitas 

Pengendalian Korupsi 

Persentase hasil pengawasan represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti 

Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang 

dimanfaatkan/ ditindaklanjuti 

Jumlah Pemda menindaklanjuti Area Of Improvement dari 

hasil pengukuran EPK

Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik

Jumlah BUMD dengan kinerja sehat

Jumlah BLUD dengan kinerja sehat

Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah 

Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas Pembangunan 

Nasional

Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai 

target

Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang 

diselesaikan

1 2

Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas Akuntabilitas 

Keuangan Negara/Daerah

Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi 

Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi  

CAPAIAN OUTCOME  PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU S.D  TRIWULAN III TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET Realisasi s.d 

TW III 2022



Lampiran 2a

1 2 3 4 5 6 8=6/4x100 9=6/5x100
A PKPT Utama (KF1)

1 Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri SHP 1 1 0 0,00% 0,00%

2 Audit Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi 

Wilayah (PISEW) Kementerian PUPR

SHP
1 1 1 100,00% 100,00%

3 Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan 

Nelayan

SHP
1 1 1 100,00% 100,00%

4 Bimtek Manajemen RIsiko Penyelenggaran Pemilu dan 

Pilkada Tahun 2024 pada KPU dan Bawaslu

SHP
1 0 0 0,00% 0,00%

5 BLU/BLUD (Fokus pada BLU/BLUD Kesehatan dan 

BLU/BLUD Pendidikan)

SHP
1 1 0 0,00% 0,00%

6 BLU/BLUD, BUMD, BUMDES SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

7 BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BPD) SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

8 Deteksi Kecurangan SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

9 Evaluasi pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan

SHP
1 1 0 0,00% 0,00%

10 Evaluasi pada Perguruan Tinggi SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

11
Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan subsidi 

bunga/subsidi margin KUR baik reguler maupun tambahan)

SHP
1 0 0 0,00% 0,00%

12 Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (Non KUR dan 

subsidi bunga/subsidi margin Non KUR)

SHP
1 0 0 0,00% 0,00%

13 Implementasi Bansos APBD SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

14 Implementasi Bansos APBDesa SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

15 Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu 

Prakerja)

SHP
1 1 1 100,00% 100,00%

16 Infrastruktur SPAM SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

17 Kapabilitas APIP SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

18 Kartu Indonesia Pintar; SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

19 Kartu Indonesia Sehat SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

20 Kartu Sembako SHP 1 1 0 0,00% 0,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Target dan Realisasi Output  Pengawasan Berdasarkan Topik

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

No. Topik Satuan

Target sesuai 

Perkin/RKA Terakhir Realisasi s.d. 

TW III 2022

Capaian (%)

Tahun 

2022

s.d. TW III 

2022
Tahun 2022 s.d.TW III 2022



Lampiran 2a

1 2 3 4 5 6 8=6/4x100 9=6/5x100

No. Topik Satuan

Target sesuai 

Perkin/RKA Terakhir Realisasi s.d. 

TW III 2022

Capaian (%)

Tahun 

2022

s.d. TW III 

2022
Tahun 2022 s.d.TW III 2022

21 Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

22 Kemudahan Perizinan (OSS) SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

23 Kontribusi atas Pembangunan Nasional SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

24 Kualitas Pengendalian Intern SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

25 Lumbung Perikanan Nasional SHP 1 1 0 0,00% 0,00%

26 Optimalisasi PAD SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

27 Optimalisasi Pemanfaatan KPBU SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

28 Optimalisasi Program Padat Karya SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

29 P3DN Nasional SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

30 P3DN Pemerintah Daerah SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

31
Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD); 

Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui 

Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer 

(fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)

SHP

1 0 0 0,00% 0,00%

32 Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

33 Penanganan Covid-19-PBJ (Alat Testing/Tracing, Almatkes, 

Obat dan Faskes)

SHP
1 0 0 0,00% 0,00%

34 Penanganan Covid-19-Pembayaran Klaim RS SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

35 Penanganan Covid-19-Vaksinasi SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

36 Penanggulangan Bencana SHP 1 1 0 0,00% 0,00%

37 Pencegahan Kecurangan SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

38 Penempatan Dana SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

39 Penerapan JFA pada APIP K/L/D SHP 1 1 0 0,00% 0,00%

40 Pengadaan PPPK Formasi Tahun 2022 SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

41 Pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

42 Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

43 Pengawasan Sisa Bos Tahun 2011 dan 2019 pada 

Pemerintah Daerah

SHP
1 1 1 100,00% 100,00%

44 Pengawasan terhadap Program for Result untuk 

Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Reformasi 

Bantuan Sosial

SHP
1 1 1 100,00% 100,00%

45 Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

46 Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha SHP 1 1 1 100,00% 100,00%



Lampiran 2a

1 2 3 4 5 6 8=6/4x100 9=6/5x100

No. Topik Satuan

Target sesuai 

Perkin/RKA Terakhir Realisasi s.d. 

TW III 2022

Capaian (%)

Tahun 

2022

s.d. TW III 

2022
Tahun 2022 s.d.TW III 2022

47 Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan 

Keperantaraan

SHP
1 1 0 0,00% 0,00%

48 Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

49 Pengembangan Potensi Desa SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

50 Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

51 Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

52 Peningkatan Akses Permodalan SHP 1 1 0 0,00% 0,00%

53 Peningkatan Akuntabilitas Aset Daerah SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

54 Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

55 Peningkatan Aset Produktif SHP 1 1 0 0,00% 0,00%

56 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran 

Pemerintah Daerah

SHP
1 1 1 100,00% 100,00%

57 Peningkatan Produktivitas Tanaman Rempah (Pala Dan 

Cengkih)

SHP
1 1 1 100,00% 100,00%

58 Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan SHP 1 1 0 0,00% 0,00%

59
Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat 

Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya)

SHP
1 1 1 100,00% 100,00%

60 Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

61 Penyediaan BTS SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

62 Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Daerah

SHP
1 0 0 0,00% 0,00%

63 Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan 

Pengawasan

SHP
1 0 0 0,00% 0,00%

64 PKH SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

65 Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah) SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

66 Reformasi Birokrasi SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

67 Reformasi Sistem Kesehatan-Kemandirian Industri Farmasi 

dan Almatkes

SHP
1 0 0 0,00% 0,00%

68 Reformasi Sistem Kesehatan-Kualitas dan Redistribusi 

Tenaga Kesehatan

SHP
1 0 0 0,00% 0,00%

69 Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Primer SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

70 Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Rujukan SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

71 Respons Kecurangan SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

72 Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) SHP 1 0 0 0,00% 0,00%



Lampiran 2a

1 2 3 4 5 6 8=6/4x100 9=6/5x100

No. Topik Satuan

Target sesuai 

Perkin/RKA Terakhir Realisasi s.d. 

TW III 2022

Capaian (%)

Tahun 

2022

s.d. TW III 

2022
Tahun 2022 s.d.TW III 2022

73 SPIP SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

74 Stunting SHP 1 1 0 0,00% 0,00%

75 Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah SHP 1 1 0 0,00% 0,00%

76 Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

77 Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

78 Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

79 Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

80 Tata Kelola Subsidi Pupuk SHP 1 1 1 100,00% 100,00%

81 Tata Kelola Industri Kelapa Sawit SHP 1 0 0 0,00% 0,00%

Jumlah A 81 44 31 38,27% 70,45%

B PKPT Generik

1 Pengawasan proses pembangunan nasional Laporan 3 3 3 100,00% 100,00%

Jumlah B 3 3 3 100,00% 100,00%

Total A+B 84 47 34 40,48% 72,34%
Petunjuk pengisian:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kolom 3 diisi satuan dari output , misalnya "Laporan";

Kolom 1 diisi nomor urut;

Kolom 2 diisi Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam dokumen Perjanjian Kinerja, misalnya "Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 

Kolom 10 diisi % total realisasi output (kolom 8) dibandingkan dengan target output sampai dengan periode (bulan/triwulan) pelaporan (kolom 5).

Kolom 4 diisi target output  sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PKPT awal) atau dokumen RKA terakhir selama satu tahun. 

Kolom 5 diisi target output  sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PKPT awal) atau Dokumen RKA terakhir sampai dengan 

Kolom 6 diisi realisasi output  sampai dengan periode (bulan/triwulan) pelaporan atas output  sesuai dokumen Perjanjian Kinerja (PKPT awal) atau 

Kolom 7 diisi realisasi output  sampai dengan periode (bulan/triwulan) pelaporan atas PKPT tambahan (PKPT tambahan diluar PKPT Generik);

Kolom 8 diisi total realisasi output  atas PKPT awal dan PKPT tambahan sampai dengan periode (bulan/triwulan) pelaporan;

Kolom 9 diisi % total realisasi output  (kolom 8) dibandingkan dengan target output  satu tahun (kolom 4);



Lampiran 2b

TW I TW II TW III TW IV Jumlah TW I TW II TWIII Jumlah Progres

1 Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri 1 1 2 1 1 50% Sudah input sintesa di TW II

2 Audit Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 

(PISEW) Kementerian PUPR

1

1 1 1 100%

3 Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan 1 1 2 1 1 2 100%

4 Bimtek Manajemen RIsiko Penyelenggaran Pemilu dan Pilkada Tahun 

2024 pada KPU dan Bawaslu 1 1
2 1 1 50% Sudah input sintesa di TW III

5 BLU/BLUD (Fokus pada BLU/BLUD Kesehatan dan BLU/BLUD 

Pendidikan) 1 1
2 1 1 50% Sudah input sintesa di TW II

6 BLU/BLUD, BUMD, BUMDES 1 1 0 0%

7 BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BPD) 1 1 1 1 100%

8 Deteksi Kecurangan 1 1 1 1 100%

9 Evaluasi pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 1 1 0 0%

10 Evaluasi pada Perguruan Tinggi 1 1 0 0%

11 Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan subsidi 

bunga/subsidi margin KUR baik reguler maupun tambahan) 1 1
2 1 1 50% Sudah input sintesa di TW II

12 Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (Non KUR dan subsidi 

bunga/subsidi margin Non KUR) 1
1 0 0%

13 Implementasi Bansos APBD

1

1 1 1 100%

14 Implementasi Bansos APBDesa 1 1 1 1 100%

15 Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)

1
1 1 1 100%

16 Infrastruktur SPAM 1 1 0 0%

17 Kapabilitas APIP 1 1 0 0%

18 Kartu Indonesia Pintar; 1 1 1 3 1 1 33% Sudah input sintesa di TW I

19 Kartu Indonesia Sehat 1 1 0 0%

20 Kartu Sembako 1 1 0 0%

21 Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional 1 1 1 1 100%

22 Kemudahan Perizinan (OSS) 1 1 1 1 100%

23 Kontribusi atas Pembangunan Nasional 1 1 0 0%

24 Kualitas Pengendalian Intern 1 1 0 0%

25 Lumbung Perikanan Nasional 1 1 0 0%

26 Optimalisasi PAD 1 1 2 1 1 50% Sudah input sintesa di TW II

27 Optimalisasi Pemanfaatan KPBU 1 1 1 1 100%

28 Optimalisasi Program Padat Karya 1 1 1 1 100%

29 P3DN Nasional 1 1 1 3 1 1 33% Sudah input sintesa di TW II

30 P3DN Pemerintah Daerah

1 1 1

3 1 1 2 67% Sudah input sintesa di TW II, III

31 Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD); 

Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan 

dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor 

pendidikan dasar dan menengah) 1 1 1 1

4 1 1 1 3 75% Sudah input sintesa di TW I, II, 

III

32 Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan 1 1 0 0%

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Rincian Progres Sintesa Hasil Pengawasan

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

No Nama Topik Target Realisasi Keterangan



Lampiran 2b

TW I TW II TW III TW IV Jumlah TW I TW II TWIII Jumlah Progres

No Nama Topik Target Realisasi Keterangan

33 Penanganan Covid-19-PBJ (Alat Testing/Tracing, Almatkes, Obat dan 

Faskes) 1 1 1 1

4 1 1 1 3 75% Sudah input sintesa di TW I, II, 

III

34 Penanganan Covid-19-Pembayaran Klaim RS

1 1 1

3 1 1 1 3 75% Sudah input sintesa di TW I, II

35 Penanganan Covid-19-Vaksinasi

1 1 1 1

4 1 1 2 50% Sudah input sintesa di TW I, II

36 Penanggulangan Bencana 1 1 0 0%

37 Pencegahan Kecurangan

1 1 1 1

4 1 1 1 3 75% Sudah input sintesa di TW I, II, 

III

38 Penempatan Dana

1

1 1 1 100%

39 Penerapan JFA pada APIP K/L/D 1 1 0 0%

40 Pengadaan PPPK Formasi Tahun 2022 1 1 0 0%

41 Pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah 1 1 0 0%

42 Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan 1 1 0 0%

43 Pengawasan Sisa Bos Tahun 2011 dan 2019 pada Pemerintah Daerah

1
1 1 1 100%

44 Pengawasan terhadap Program for Result untuk Disbursement Linked 

Indicators (DLI) Program Reformasi Bantuan Sosial 1
1 1 1 100%

45 Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 1 1 1 1 100%

46 Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha 1 1 1 1 100%

47 Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Keperantaraan 1 1 0 0%

48 Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela 1 1 1 1 100%

49 Pengembangan Potensi Desa 1 1 1 1 100%

50 Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) 0 0 #DIV/0! Target monsima di TW III dan 

tidak muncul di SIMAX

51 Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 1 1 1 1 100%

52 Peningkatan Akses Permodalan 1 1 0 0%

53 Peningkatan Akuntabilitas Aset Daerah 1 1 1 1 100%

54 Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah

1 1 1

3 1 1 2 67% Sudah input sintesa di TW I, II

55 Peningkatan Aset Produktif 1 1 0 0%

56 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah 

Daerah 1
1 1 1 100%

57 Peningkatan Produktivitas Tanaman Rempah (Pala Dan Cengkih) 1 1 1 1 100%

58 Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan 1 1 0 0%

59 Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan 

Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya) 1
1 1 1 100%

60 Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet 1 1 1 1 100%

61 Penyediaan BTS 1 1 1 1 100%

62 Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Daerah 1 1 1 1

4 1 1 2 50% Sudah input sintesa di TW I, II

63 Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan 0 1 1 #DIV/0! Sudah input sintesa di TW I 

Target Monsima di TW I, II, III, IV 

dan tidak muncul di SIMAX

64 PKH 1 1 0 0%



Lampiran 2b

TW I TW II TW III TW IV Jumlah TW I TW II TWIII Jumlah Progres

No Nama Topik Target Realisasi Keterangan

65 Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah) 1 1 2 1 1 2 100%

66 Reformasi Birokrasi 1 1 1 1 100%

67 Reformasi Sistem Kesehatan-Kemandirian Industri Farmasi dan 

Almatkes 1 1
2 0 0%

68 Reformasi Sistem Kesehatan-Kualitas dan Redistribusi Tenaga 

Kesehatan 1
1 0 0%

69 Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Primer 1 1 0 0%

70 Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Rujukan 1 1 0 0%

71 Respons Kecurangan

1 1 1 1

4 1 1 1 3 75% Sudah input sintesa di TW I, II, 

III

72 Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) 1 1 0 0%

73 SPIP 1 1 0 0%

74 Stunting 1 1 0 0%

75 Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah 1 1 0 0%

76 Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 1 1 1 1 100%

77 Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa 1 1 1 1 100%

78 Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa

1 1 1 1

4 1 1 1 3 75% Sudah input sintesa di TW I, II, 

III

79 Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa 1 1 1 1 100%

80 Tata Kelola Subsidi Pupuk 1 1 1 1 100%

81 Tata Kelola Industri Kelapa Sawit 1 1 2

Total 21 27 36 34 119 21 24 22 67 56%

31



Lampiran 3a

1 2 3 4 5 6 7=5/3*100 8=5/4*100 9 10 11=9/5*100 12 13 14 15 16=14/12*100 17=14/13*100 18 19 20=18/14*100 21=14/5*100

A PKPT Utama (KF1)

1 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan 

Kapabilitas APIP ? Level 3

1 1 1 2 100,00% 100,00% 1 2 100% 1 1 1 2 100,00% 100% 1 2 100% 100%

2 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan 

Siswaskeudes

1 1 1 1 100,00% 100,00% 1 1 100% 1 1 1 1 100,00% 100% 1 1 100% 100%

3 Jumlah BLUD dengan MRI ? Level 3 1 1 1 1 100,00% 100,00% 1 1 100% 1 1 1 1 100,00% 100% 0 0 0% 100%
4 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat 6 6 3 13 50,00% 50,00% 3 13 100% 6 5 3 13 50,00% 60% 3 13 100% 100%
5 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun 

laporan

2 2 2 7 100,00% 100,00% 2 7 100% 2 2 2 7 100,00% 100% 2 7 100% 100%

6 Jumlah BUMN dengan pengelolaan 

korporasinya baik

6 6 5 7 83,33% 83,33% 5 7 100% 6 6 5 7 83,33% 83% 5 7 100% 100%

7 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan 

aset desa secara memadai

1 1 1 2 100,00% 100,00% 1 2 100% 1 1 1 2 100,00% 100% 1 2 100% 100%

8 Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of 

Improvement dari hasil pengukuran EPK

1 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0% 1 0 0 0 0,00% 0% 0 0 0% 0%

9 Jumlah PP yang Diawasi 1 1 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0% 1 0 0 0 0,00% 0% 0 0 0% 0%
10 Jumlah PP yang Tercapai Sesuai Target 1 1 1 17 100,00% 100,00% 1 17 100% 1 1 1 13 100,00% 100% 1 11 100% 100%
11 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ? 

Level 3

1 1 1 7 100,00% 100,00% 1 7 100% 1 1 1 4 100,00% 100% 1 3 100% 100%

12 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang 

tercapai sesuai target

3 1 2 3 66,67% 200,00% 2 3 100% 3 1 2 3 66,67% 200% 2 3 100% 100%

13
Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

52 44 41 103 78,85% 93,18% 41 100 100% 52 40 38 92 73,08% 95% 37 88 97% 93%

14 Nilai Kurang Bayar atas PNBP 1 1 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0% 1 0 0 0 0,00% 0% 0 0 0% 0%
15 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang 

terealisasi

1 1 1 3 100,00% 100,00% 1 3 100% 1 1 1 3 100,00% 100% 1 3 100% 100%

16 Nilai penyelamatan keuangan negara dan 

daerah

1 1 1 3 100,00% 100,00% 1 3 100% 1 0 0 1 0,00% 0% 1 1 0% 0%

17 Persentase APIP kab/kota dengan Kapabilitas 

APIP ? Level 3

4 4 4 17 100,00% 100,00% 4 17 100% 4 4 4 11 100,00% 100% 4 10 100% 100%

18 Persentase BLUD dengan Kinerja Sehat 1 1 1 4 100,00% 100,00% 1 4 100% 1 1 1 4 100,00% 100% 1 4 100% 100%
19 Persentase desa yang Menyusun laporan 

Pertanggungjawaban Keuangan Desa

4 4 4 17 100,00% 100,00% 4 17 100% 4 4 4 16 100,00% 100% 4 15 100% 100%

20 Persentase hambatan pelaksanaan 

pembangunan yang diselesaikan

2 1 2 3 100,00% 200,00% 2 3 100% 2 1 2 3 100,00% 200% 2 3 100% 100%

21 Persentase hasil Pengawasan preventif dan 

edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti

1 0 1 1 100,00% 0,00% 1 1 100% 1 0 1 1 100,00% 0% 1 1 100% 100%

22 Persentase hasil pengawasan represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

2 1 2 18 100,00% 200,00% 2 18 100% 2 0 2 18 100,00% 0% 2 18 100% 100%

23 Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti 

hasil pengawasan represif, preventif, dan 

edukatif

1 1 1 6 100,00% 100,00% 1 6 100% 1 1 1 6 100,00% 100% 1 6 100% 100%

24 Persentase Pemda yang akuntabel dalam 

pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

11 9 11 15 100,00% 122,22% 11 15 100% 11 9 11 14 100,00% 122% 10 13 91% 100%

25 Persentase Pemda yang akuntabel dalam 

pengelolaan keuangan dan kinerja 

daerah;Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan kinerja 

daerah

2 2 2 9 100,00% 100,00% 2 9 100% 2 2 2 9 100,00% 100% 2 9 100% 100%

26 Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy 

Brief ) kepada K/L Regulator

1 1 1 4 100,00% 100,00% 1 4 100% 1 1 1 4 100,00% 100% 1 4 100% 100%

Jumlah A 109 93 90 263 82,57% 96,77% 90 260 100,00% 109 84 86 235 78,90% 102,38% 84 224 97,67% 95,56%

No. IKK

Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasan

% Realisasi 

Laporan 

Dibandingkan 

Realisasi PP

Capaian (%) Input dalam SIMA

Tahun 2022 s.d. TW III
Realisasi 

PKPT
Realisasi ST Tahun 2022 s.d. TW III

Jumlah realisasi 

PKPT telah 

diinput dalam 

SIMA

Jumlah ST telah 

Diinput dalam 

SIMA

RMP

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Realisasi s.d TW III Capaian (%) Input dalam SIMA RPL Realisasi s.d TW III

Jumlah realisasi 

PKPT telah 

diinput dalam 

SIMA

Jumlah LAP 

telah Diinput 

dalam SIMA

% realisasi 

PKPT yg Diinput 

dalam SIMA

% realisasi 

PKPT yg 

Diinput dalam 

SIMA

Tahun 

2022
s.d. TW III

Realisasi 

PKPT
Realisasi LAP Tahun 2022 s.d TW III



Lampiran 3a

1 2 3 4 5 6 7=5/3*100 8=5/4*100 9 10 11=9/5*100 12 13 14 15 16=14/12*100 17=14/13*100 18 19 20=18/14*100 21=14/5*100

No. IKK

Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasan

% Realisasi 

Laporan 

Dibandingkan 

Realisasi PP

Capaian (%) Input dalam SIMA

Tahun 2022 s.d. TW III
Realisasi 

PKPT
Realisasi ST Tahun 2022 s.d. TW III

Jumlah realisasi 

PKPT telah 

diinput dalam 

SIMA

Jumlah ST telah 

Diinput dalam 

SIMA

RMP Realisasi s.d TW III Capaian (%) Input dalam SIMA RPL Realisasi s.d TW III

Jumlah realisasi 

PKPT telah 

diinput dalam 

SIMA

Jumlah LAP 

telah Diinput 

dalam SIMA

% realisasi 

PKPT yg Diinput 

dalam SIMA

% realisasi 

PKPT yg 

Diinput dalam 

SIMA

Tahun 

2022
s.d. TW III

Realisasi 

PKPT
Realisasi LAP Tahun 2022 s.d TW III

B PKPT Generik

1 Audit Penggunaan Dana Penanganan 

Mendesak Tanggap Darurat Bencana Debris 

Sungai Way Ela

1 1 1 1 100,00% 100,00% 1 1 100% 1 1 1 1 100,00% 100% 1 1 100% 100%  

2 Pendampingan atas Penyusunan SOP Bagian 

Umum pada Perumda Panca Karya
1 1 1 1 100,00% 100,00% 1 1 100% 1 1 1 1 100,00% 100% 1 1 100% 100%

3 Pendampingan atas Penyusunan SOP Bagian 

Umum dan Kepegawaian pada Perumda 

Panca Karya

1 1 1 1 100,00% 100,00% 1 1 100% 1 1 1 1 100,00% 100% 1 1 100% 100%

Jumlah B 3 3 3 3 100,00% 100,00% 3 3 100,00% 3 3 3 3 100,00% 100,00% 3 3 100,00% 100,00%

Total A+B 112 96 93 266 83,04% 96,88% 93 263 100,00% 112 87 89 238 79,46% 102,30% 87 227 97,75% 95,70%

Petunjuk pengisian:

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16
17

 

Kolom 6 diisi % realisasi pelaksanaan penugasan dibandingkan dengan jumlah RMP setahun;

Kolom 3 diisi jumlah Rencana Mulai Penugasan (RMP) selama 1 tahun;

Kolom 4 diisi jumlah RMP sampai dengan periode (bulan/triwulan) pelaporan;

Kolom 5 diisi realisasi pelaksanaan penugasan (jumlah ST terbit) sampai dengan periode (bulan/triwulan) pelaporan;

Kolom 2, baik untuk PKPT awal maupun PKPT tambahan diisi Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam dokumen Perjanjian Kinerja, misalnya "Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ..........";

Kolom 7 diisi % realisasi pelaksanaan penugasan dibandingkan dengan jumlah RMP sampai dengan periode (bulan/triwulan) pelaporan;

Kolom 15 diisi jumlah Laporan terbit yang telah di-input dalam SIMA;
Kolom 16 diisi jumlah Laporan terbit yang telah di-input dalam SIMA dibandingkan dengan jumlah Laporan terbit;
Kolom 17 diisi % jumlah Laporan terbit dibandingkan dengan ST terbit.

Kolom 9 diisi dengan % jumlah ST terbit yang telah di-input dalam SIMA dibandingkan dengan jumlah ST terbit;

Kolom 10 diisi jumlah Rencana Penerbitan Laporan (RPL) selama 1 tahun;

Kolom 11 diisi jumlah RPL sampai dengan periode (bulan/triwulan) pelaporan;

Kolom 12 diisi jumlah Laporan terbit sampai dengan periode (bulan/triwulan) pelaporan;

Kolom 13 diisi % Laporan terbit dibandingkan dengan jumlah RPL setahun;

Kolom 14 diisi % Laporan terbit dibandingkan dengan jumlah RPL sampai dengan periode (bulan/triwulan) pelaporan;

Kolom 8 diisi jumlah ST terbit yang telah di-input ke dalam SIMA;



Lampiran 3b

1 2 3 4 5 6 7=5/3*100 8=5/4*100 9 10 11=9/5*100 12 13 14 15 16=14/12*100
17=14/13*10

0
18 19 20=18/14*100 21=14/5*100

A PKPT Utama (KF1)

IPP 48 39 35 88 72,92% 89,74% 35 85 100,00% 48 33 32 78 66,67% 96,97% 32 75 100,00% 91,43%

AN 16 16 12 32 75,00% 75,00% 12 32 100,00% 16 15 12 32 75,00% 80,00% 11 31 91,67% 100,00%

APD 32 29 31 93 96,88% 106,90% 31 93 100,00% 32 29 31 83 96,88% 106,90% 29 77 93,55% 100,00%

Investigasi 8 4 7 31 87,50% 175,00% 7 31 100,00% 8 2 6 29 75,00% 300,00% 7 29 116,67% 85,71%

P3A 5 5 5 19 100,00% 100,00% 5 19 100,00% 5 5 5 13 100,00% 100,00% 5 12 100,00% 100,00%

Jumlah A 109 93 90 263 82,57% 96,77% 90 260 100,00% 109 84 86 235 78,90% 102,38% 84 224 97,67% 95,56%

B PKPT Generik

IPP 1 1 1 1 100,00% 100,00% 1 1 100,00% 1 1 1 1 100,00% 100,00% 1 1 100,00% 100,00%

AN 2 2 2 2 100,00% 100,00% 2 2 100,00% 2 2 2 2 100,00% 100,00% 2 2 100,00% 100,00%

APD 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

Investigasi 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

P3A 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

Jumlah B 3 3 3 3 100,00% 100,00% 3 3 100,00% 3 3 3 3 100,00% 100,00% 3 3 100,00% 100,00%

Total A+B 112 96 93 266 83,04% 96,88% 93 263 100,00% 112 87 89 238 79,46% 102,30% 87 227 97,75% 95,70%

  

Petunjuk pengisian:   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Kolom 15 diisi jumlah Laporan terbit yang telah di-input dalam SIMA;

Kolom 16 diisi jumlah Laporan terbit yang telah di-input dalam SIMA dibandingkan dengan jumlah Laporan terbit;
Kolom 17 diisi % jumlah Laporan terbit dibandingkan dengan ST terbit.

Kolom 9 diisi dengan % jumlah ST terbit yang telah di-input dalam SIMA dibandingkan dengan jumlah ST terbit;
Kolom 10 diisi jumlah Rencana Penerbitan Laporan (RPL) selama 1 tahun;

Kolom 11 diisi jumlah RPL sampai dengan periode (bulan/triwulan) pelaporan;

Kolom 12 diisi jumlah Laporan terbit sampai dengan periode (bulan/triwulan) pelaporan;

Kolom 13 diisi % Laporan terbit dibandingkan dengan jumlah RPL setahun;

Kolom 14 diisi % Laporan terbit dibandingkan dengan jumlah RPL sampai dengan periode (bulan/triwulan) pelaporan;

Kolom 8 diisi jumlah ST terbit yang telah di-input ke dalam SIMA;

Tahun 2022 s.d. TW III

Jumlah LAP 

telah Diinput 

dalam SIMA

% realisasi 

PKPT yg 

Diinput dalam 

SIMA

Kolom 1 diisi nomor urut;

Kolom 2, baik untuk PKPT awal maupun PKPT tambahan diisi Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam dokumen Perjanjian Kinerja, misalnya "Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ..........";

Kolom 3 diisi jumlah Rencana Mulai Penugasan (RMP) selama 1 tahun;

Kolom 4 diisi jumlah RMP sampai dengan periode (bulan/triwulan) pelaporan;

Kolom 5 diisi realisasi pelaksanaan penugasan (jumlah ST terbit) sampai dengan periode (bulan/triwulan) pelaporan;

Kolom 6 diisi % realisasi pelaksanaan penugasan dibandingkan dengan jumlah RMP setahun;

Kolom 7 diisi % realisasi pelaksanaan penugasan dibandingkan dengan jumlah RMP sampai dengan periode (bulan/triwulan) pelaporan;

Realisasi 

PKPT

Realisasi 

LAP

Jumlah realisasi 

PKPT telah 

diinput dalam 

SIMA

No. Bidang

Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasan % Realisasi 

Laporan 

Dibandingkan 

Realisasi PP

Capaian (%)

Tahun 2022 s.d. TW III

Realisasi s.d bulan ini Input dalam SIMARMP

s.d. TW III

Jumlah ST telah 

Diinput dalam 

SIMA

% realisasi PKPT 

yg Diinput 

dalam SIMA

Tahun 

2022
Tahun 2022

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

Berdasarkan Bidang

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

RPL

s.d. TW III

Realisasi s.d bulan ini

Realisasi 

PKPT
Realisasi ST

Input dalam SIMA

Jumlah realisasi 

PKPT telah 

diinput dalam 

SIMA

Capaian (%)
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Atas PKPT/ PKAU 

Awal

Atas PKPT/PKAU 

Tambahan
Jumlah OH

Tahun 

2022

s.d. 

Triwulan III 

2022

Tahun 2022
s.d. Triwulan 

III 2022

1 2 3 4 5 6=4+5 7=6/3*100 8 9 10 11=6/9*100 12=6/10*100 13=6/8

A PKPT Utama (KF1)

1 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas 

APIP ? Level 3
                   44                         44                            - 44 100,00%

2 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan 

Siswaskeudes
40                         40                            - 40 100,00%

3 Jumlah BLUD dengan MRI ? Level 3                    37                         37                            - 37 100,00%

4 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat 583                      621                            - 621 106,52%

5 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan 234                      246                            - 246 105,13%  

6 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya 

baik
384                      353                            - 353 91,93%

7 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset 

desa secara memadai
154                      154                            - 154 100,00%

8 Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of 

Improvement dari hasil pengukuran EPK
                      -                            -                            - 0 0,00%

9 Jumlah PP yang Diawasi                       -                            - 0 0,00%

10 Jumlah PP yang Tercapai Sesuai Target 960                      788                            - 788 82,08%

11 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ? Level 3 237                      140                            - 140 59,07%

12 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai 

sesuai target
170                      101                            - 101 59,41%

13 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah 6791                   5.987                            - 5.987 88,16%

14 Nilai Kurang Bayar atas PNBP 0                            - 0 0,00%

15 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang 

terealisasi
264                      265                            - 265 100,38%

16 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah 186                         10                            - 10 5,38%

17 Persentase APIP kab/kota dengan Kapabilitas APIP 

? Level 3
560                      380                            - 380 67,86%

18 Persentase BLUD dengan Kinerja Sehat 202                      202                            - 202 100,00%

19 Persentase desa yang Menyusun laporan 

Pertanggungjawaban Keuangan Desa
944                      924                            - 924 97,88%

20 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan 

yang diselesaikan
250                      200                            - 200 80,00%

21 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif 

yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti
31                         14 14 45,16%

22 Persentase hasil pengawasan represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti
521,5                      512                            - 512 98,18%

23 Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil 

pengawasan represif, preventif, dan edukatif
174                      164                            - 164 94,25%

24 Persentase Pemda yang akuntabel dalam 

pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
546                      478                            - 478 87,55%

25 Persentase Pemda yang akuntabel dalam 

pengelolaan keuangan dan kinerja 

daerah;Persentase Pemda yang akuntabel dalam 

pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

767                      767                            - 767 100,00%

26 Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief ) 

kepada K/L Regulator
245                      255                            - 255 104,08%

Sub Jumlah A 14.325 12.682 0 12.682 88,53%

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Realisasi Hari Produktif 

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

No. IKK
Rencana OH 

Tahun 2022

Realisasi OH s.d. Triwulan III 2022
% Realisasi OH 

terhadap Rencana 

OH Tahun 2022

Jumlah Pegawai

Potensi OH Capaian (%) OH per 

Pegawai s.d. 

Triwulan III 

2022



Lampiran 5

Atas PKPT/ PKAU 

Awal

Atas PKPT/PKAU 

Tambahan
Jumlah OH

Tahun 

2022

s.d. 

Triwulan III 

2022

Tahun 2022
s.d. Triwulan 

III 2022

1 2 3 4 5 6=4+5 7=6/3*100 8 9 10 11=6/9*100 12=6/10*100 13=6/8

No. IKK
Rencana OH 

Tahun 2022

Realisasi OH s.d. Triwulan III 2022
% Realisasi OH 

terhadap Rencana 

OH Tahun 2022

Jumlah Pegawai

Potensi OH Capaian (%) OH per 

Pegawai s.d. 

Triwulan III 

2022

B PKPT Generik

1
Audit Penggunaan Dana Penanganan Mendesak 

Tanggap Darurat Bencana Debris Sungai Way Ela 69 69                            - 69 100,00%

2
Pendampingan atas Penyusunan SOP Bagian 

Umum pada Perumda Panca Karya
37 37                            - 37 100,00%

3
Pendampingan atas Penyusunan SOP Bagian 

Umum dan Kepegawaian pada Perumda Panca 

Karya

5 15                            - 15 300,00%

Sub Jumlah B 111 121 0 121 109,01%

C PKAU 1.140 720 0 720 63,16%

Total A+B+C 13.523

Perhitungan Hari Produktif 15.576 13.523 0 13.523 86,82% 86 15.576 11682 86,82% 115,76% 157,24

Tidak perlu diisi

Petunjuk pengisian:

1 Kolom 1 diisi nomor urut;

2 Kolom 2 diisi nama output /kegiatan yang terbagi dalam PKPT, KAP Generik, dan PKAU;

3 Kolom 3 diisi rencana jumlah OH satu tahun sesuai dokumen perencanaan (PKPT Awal);

4 Kolom 4 diisi realisasi jumlah penggunaan OH s.d. periode (bulan/triwulan) pelaporan atas PKPT/PKAU Awal;

5 Kolom 5 diisi realisasi jumlah penggunaan OH s.d. periode (bulan/triwulan) pelaporan atas PKPT/PKAU Tambahan;

6 Kolom 6 diisi realisasi jumlah penggunaan OH s.d. periode (bulan/triwulan) pelaporan atas total PKPT, KAP Generik, dan total PKAU; 

7 Kolom 7 diisi % realisasi jumlah OH, baik PKPT maupun PKAU terhadap rencana OH PKPT/PKAU satu tahun;

Dalam baris "Perhitungan Hari Produktif"

8 Kolom 6 diisi dengan Total Realisasi OH PKPT, KAP Generik, dan PKAU sebagaimana angka yang tertuang dalam baris "Total PKPT + KAP Generik + PKAU";

9 Kolom 8 diisi dengan total jumlah pegawai yang ada di unit kerja;

12 Kolom 11 diisi dengan hasil perhitungan kolom 6 dibagi kolom 9 dikali 100;

13 Kolom 12 diisi dengan hasil perhitungan kolom 6 dibagi kolom 10 dikali 100;

14 Kolom 13 diisi hasil perhitungan kolom 6 dibagi kolom 8.

10 Kolom 9 diisi dengan Potensi OH 1 Tahun yang diperoleh dari hasil perhitungan Potensi OH 1 Tahun per pegawai (237 OH) x Jumlah Pegawai. Contoh: jumlah pegawai 100 orang. Maka Potensi OH Tahun 2019 adalah 237 x 100 =

23.700 OH;
11 Kolom 10 diisi dengan hasil dari Potensi OH s.d. periode (bulan/triwulan) ini x Jumlah Pegawai. Potensi OH s.d. periode (bulan/triwulan) ini dihitung secara proporsional dengan jumlah bulan dalam 1 tahun. Misal menghitung Potensi

OH s.d. bulan Februari dengan jumlah pegawai 100 adalah 2/12 x 237 x 100 = 3.950 hari;
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Anggaran
% Capaian 

Penyerapan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5=4/3*100

1
Rekomendasi Hasil Pengawasan 

Kinerja Pembangunan atas Program 

Pembangunan Regional

77.800.000                       

58.599.100                             75,32%

2
Rekomendasi Hasil Pengawasan 

Pengembangan JFA
112.406.000                     

64.126.429                             57,05%

3 Hasil Koordinasi Perencanaan, 

Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak 

Lanjut

54.650.000                       

32.272.499                             59,05%

4

Rekomendasi Hasil Pengawasan atas 

Akuntabilitas Keuangan Daerah
356.777.000                     

284.769.108                           79,82%

5
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas 

Akuntabilitas Badan Usaha
29.750.000                       

23.235.000                             78,10%

6
Rekomendasi Hasil Pengawasan 

Pengendalian Korupsi Pelaksanaan 

Pengawasan

109.400.000                     

74.572.520                             68,17%

7
Rekomendasi  Hasil Pengawasan 

Akuntabilitas Keuangan Negara dan 

Daerah dalam rangka Pemulihan 

Ekonomi

71.560.000                       

27.115.000                             37,89%

8

Rekomendasi  Hasil Pengawasan 

Kinerja Pembangunan
3.420.586.000                  

1.357.801.172                       39,69%

9 Rekomendasi Hasil Pengawasan 

Kinerja Pembangunan atas Program 

Prioritas Nasional yang Ditargetkan 2.630.598.000                  

1.585.955.058                       60,29%

10 Rekomendasi Hasil Pengawasan 

Manajemen Risiko atas Kualitas 

Pengendalian Intern Pemerintah 

Daerah

497.667.000                     

330.844.481                           66,48%

11 Rekomendasi Hasil Pengawasan 

Manajemen Risiko atas Kualitas 

Pengendalian Intern Badan Usaha 74.799.000                       

30.982.500                             41,42%

Total                   7.435.993.000                         3.870.272.867 52,05%

 

Petunjuk pengisian:

1. Kolom 3 diisi anggaran satu tahun sesuai DIPA;

2. Kolom 4 diisi sesuai rencana dalam Disbursement Plan ;

3. Kolom 5 diisi jumlah realisasi s.d. periode (bulan/triwulan) pelaporan berdasarkan SP2D.

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Realisasi Penyerapan Anggaran Pengawasan

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

No Program

Realisasi s.d. Triwulan III 

2022
Tahun 2022

Terhadap 

Anggaran 
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Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor Laporan Tgl. Laporan

I

1 101486 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Kartu Indonesia Pintar; 

Program Indonesia Pintar (KIP 

dan KIP Kuliah)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Indonesia 

Pintar

Februari Maret Pemantauan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar 

dan Pendidikan Menengah (PIP DIKDASMEN) pada 

Provinsi Maluku dan Kota Ambon Triwulan I Tahun 2022

ST-

85/PW25/2/20

22

24/02/2022 07/03/2022
LPM-

54/PW25/2/2022
09/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Kartu Indonesia Pintar; 

Program Indonesia Pintar (KIP 

dan KIP Kuliah)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Indonesia 

Pintar

Februari Maret Pemantauan Program Indonesia Pintar Madrasah 

Triwulan I Tahun 2022 pada Kota Ambon
ST-

89/PW25/2/20

22

24/02/2022 07/03/2022
LPM-

50/PW25/2/2022
07/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Kartu Indonesia Pintar; 

Program Indonesia Pintar (KIP 

dan KIP Kuliah)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Indonesia 

Pintar

Februari Maret Pemantauan Atas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) 

Kuliah Pada Universitas Pattimura Triwulan I 2022
ST-

92/PW25/2/20

22

25/02/2022 07/03/2022
LPM-

49/PW25/2/2022
07/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Kartu Indonesia Pintar; 

Program Indonesia Pintar (KIP 

dan KIP Kuliah)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Indonesia 

Pintar

Februari Maret Koordinasi Pengawasan Bidang Pendidikan, Sosial, dan 

Kesehatan Triwulan I Tahun 2022 dengan Kedeputian 

Polhukam PMK

S-

530/PW25/1/2

022

18/03/2022 27/03/2022

LGIAT-

5/Bidwas.IPP/20

22

06/04/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Kartu Indonesia Pintar; 

Program Indonesia Pintar (KIP 

dan KIP Kuliah)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Indonesia 

Pintar

Februari Maret Melaksanakan Evaluasi Program Indonesia Pintar 

Madrasah Tahun 2021-2022 pada Kota Ambon

PE.09.01/T/S

T-

233/PW25/2/2

022

24/05/2022 03/06/2022
PE.09.03/T/LHP-

130/PW25/2/202
08/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Kartu Indonesia Pintar; 

Program Indonesia Pintar (KIP 

dan KIP Kuliah)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Indonesia 

Pintar

Februari Maret Melaksanakan Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar 

(KIP) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 Pada Politeknik 

Negeri Ambon

PE.09.01/T/S

T-

234/PW25/2/2

022

24/05/2022 03/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

126.1/PW25/2/20

22

07/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Kartu Indonesia Pintar; 

Program Indonesia Pintar (KIP 

dan KIP Kuliah)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Indonesia 

Pintar

Februari Maret Melaksanakan Evaluasi Program Indonesia Pintar di 

Lingkungan Kemendikbudristek 2021-2022

PE.09.01/T/S

T-

235/PW25/2/2

022

24/05/2022 03/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

126/PW25/2/202

2

06/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Kartu Indonesia Pintar; 

Program Indonesia Pintar (KIP 

dan KIP Kuliah)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Indonesia 

Pintar

Februari Maret Melaksanakan Evaluasi Program Indonesia Pintar Jenjang 

Pemdidikan Dasar dan Menengah Tahun 2021-2022 pada 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku 

Tengah

PE.09.01/T/S

T-

236/PW25/2/2

022

24/05/2022 03/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

125/PW25/2/202

2

03/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Kartu Indonesia Pintar; 

Program Indonesia Pintar (KIP 

dan KIP Kuliah)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Indonesia 

Pintar

Februari Maret Melaksanakan Evaluasi Program Indonesia Pintar 

Madrasah Tahap II 2021 dan Tahap I 2022 pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah

PE.09.01/T/S

T-

237/PW25/2/2

022

24/05/2022 03/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

131/PW25/2/202

2

08/06/2022

2 101502 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penguatan Pendidikan dan 

Pelatihan Vokasi

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan Penguatan Pendidikan dan 

Pelatihan Vokasi pada Lingkungan 

Kemendikbud

Mei Juni Evaluasi Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 

Jengjang SMK Tahun 2021-2022 pada Provinsi Maluku

PE.09.01/T/S

T-

275/PW25/2/2

022

14/06/2022 23/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

159/PW25/2/202

2

30/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penguatan Pendidikan dan 

Pelatihan Vokasi

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan Penguatan Pendidikan dan 

Pelatihan Vokasi pada Lingkungan 

Kemendikbud

Mei Juni Evaluasi Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 

Tahun 2021-2022 pada Politeknik Negeri Ambon

PE.09.01/T/S

T-

276/PW25/2/2

022

14/06/2022 23/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

157/PW25/2/202

2

28/06/2022

3 101510 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Stunting Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan Percepatan Penurunan 

Stunting pada BKKBN

Agustus September Melaksanakan Evaluasi atas Program Percepatan 

Penurunan Stunting Tahun 2022 di Provinsi Maluku

PE.09.02/T/S

T-

474/PW25/2/2

022

30/08/2022 12/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Stunting Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan Percepatan Penurunan 

Stunting pada BKKBN

Agustus September Evaluasi atas Program Percepatan Penurunan Stunting 

Tahun 2022 di Kabupaten Seram Bagian Timur

PE.09.02/T/S

T-

479/PW25/2/2

022

30/08/2022 12/09/2022

4 101514 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penyediaan BTS Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Penyediaan Base 

Transceiver Station (BTS) Program 

Penyediaan Infrastruktur TIK pada 

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Agustus September Survey Pendahuluan Pengawasan Penyediaan Base 

Transceiver Station (BTS) di Provinsi Maluku
PE.09.01/T/S

T-

362/PW25/2/2

022

02/08/2022 15/08/2022

PE.09.03/T/

LHP-

209/PW25/2/202

2

18/08/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penyediaan BTS Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Penyediaan Base 

Transceiver Station (BTS) Program 

Penyediaan Infrastruktur TIK pada 

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Agustus September Reviu atas Pembangunan Base Transceiver station (BTS) 

Tahun 2022 dan infrastruktur Pendukung di kabupaten 

Buru

PE.12.01/T/S

T-

441/PW25/2/2

022

25/08/2022 09/09/2022

PE.12.03/T/LHP-

241/PW25/2/202

2

12/09/2022

5 101517 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Implementasi Bansos APBDesa Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Evaluasi atas Penyaluran BLT-DD Mei Juni Melaksanakan Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Desa 

(BLT Desa) Triwulan II Tahun Anggaran 2022 pada 

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

PE.09.02/T/S

T-

238/PW25/3/2

022

27/05/2022 20/06/2022

PE.09.03/LHP-

138/PW25/3/202

2

15/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Implementasi Bansos APBDesa Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Evaluasi atas Penyaluran BLT-DD Mei Juni Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) 

Triwulan II Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah 

Kabupaten Buru Selatan

PE.09.02/T/S

T-

243/PW25/3/2

022

30/05/2022 20/06/2022

PE.09.03/LHP-

146/PW25/3/202

2

16/06/2022

6 101527 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penyediaan Akses dan 

Kapasitas Jaringan Internet

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Penyediaan Akses dan 

Kapasitas Jaringan Internet Program 

Penyediaan Infrastruktur TIK pada 

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Agustus September Survei Pendahuluan Pengawasan Penyediaan Akses dan 

Kapasitas Jaringan Internet di Provinsi Maluku
PE.09.01/T/S

T-

361/PW25/2/2

022

02/08/2022 15/08/2022

PE.09.03/T/LHP-

208/PW25/2/202

2

18/08/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penyediaan Akses dan 

Kapasitas Jaringan Internet

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Penyediaan Akses dan 

Kapasitas Jaringan Internet Program 

Penyediaan Infrastruktur TIK pada 

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Agustus September Reviu atas Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan 

Internet Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Buru
PE.12.01/T/S

T-

440/PW25/2/2

022

24/08/2022 09/09/2022

PE.12.03/T/LHP-

244/PW25/2/202

2

12/09/2022

7 101538 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Tata Kelola dan Perencanaan 

Pembangunan Desa

Persentase desa yang Menyusun 

laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa

Evaluasi atas Tata Kelola dan 

Perencanaan Pembangunan Desa

Februari Maret Evaluasi atas Tata kelola Akuntabilitas Keuangan Desa 

Tahun 2022

ST-

74/PW25/3/20

22

21/02/2022 14/03/2022
LEV-

64/PW25/3/2022
14/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Tata Kelola dan Perencanaan 

Pembangunan Desa

Persentase desa yang Menyusun 

laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa

Evaluasi atas Tata Kelola dan 

Perencanaan Pembangunan Desa

Februari Maret Evaluasi atas Tata Kelola dan Perencanaan 

Pembangunan Desa Tahun 2022

ST-

75/PW25/3/20

22

21/02/2022 14/03/2022
LEV-

68/PW25/3/2022
15/03/2022

No. PKPT ID BIDWAS TOPIK IKK

Realisasi

PKPT Utama (KF1)

Rencana
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No. PKPT ID BIDWAS TOPIK IKK

RealisasiRencana

8 101553 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Tata Kelola dan Akuntabilitas 

Keuangan Desa

Persentase desa yang Menyusun 

laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa

Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja 

Pengelolaan Keuangan Desa

Februari Maret Bimbingan Teknis Pengawasan Keuangan Desa dengan 

Aplikasi SESWASKEUDES

ST-

27/PW25/3/20

22

21/01/2022 28/01/2022
LBA-

26/PW25/3/2022
04/02/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Tata Kelola dan Akuntabilitas 

Keuangan Desa

Persentase desa yang Menyusun 

laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa

Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja 

Pengelolaan Keuangan Desa

Februari Maret Evaluasi atas Tata kelola Akuntabilitas Keuangan Desa 

Tahun 2022

ST-

72/PW25/3/20

22

21/02/2022 14/03/2022
LEV-

61/PW25/3/2022
14/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Tata Kelola dan Akuntabilitas 

Keuangan Desa

Persentase desa yang Menyusun 

laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa

Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja 

Pengelolaan Keuangan Desa

Februari Maret Evaluasi Atas Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan 

Desa Tahun 2022

ST-

75/PW25/3/20

22

21/02/2022 14/03/2022
LEV-

68/PW25/3/2022
15/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Tata Kelola dan Akuntabilitas 

Keuangan Desa

Persentase desa yang Menyusun 

laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa

Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja 

Pengelolaan Keuangan Desa

Februari Maret Melakukan Bimbingan Teknis Pengawasan Keunagan 

Desa dengan Aplikasi Siswaskeudes

PE.07.01/B/S

T-

228/PW25/3/2

022

23/05/2022 30/05/2022

PE.07.03/T/LHP-

121/PW25/3/202

2

31/05/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Tata Kelola dan Akuntabilitas 

Keuangan Desa

Persentase desa yang Menyusun 

laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa

Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja 

Pengelolaan Keuangan Desa

Februari Maret Evaluasi atas Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan 

Desa Tahun 2022

PE.09.02/T/S

T-

239/PW25/3/2

022

27/05/2022 21/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

140/PW25/3/202

2

15/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Tata Kelola dan Akuntabilitas 

Keuangan Desa

Persentase desa yang Menyusun 

laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa

Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja 

Pengelolaan Keuangan Desa

Februari Maret Evaluasi atas Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan 

Desa Tahun 2022

PE.09.02/T/S

T-

242/PW25/3/2

022

30/05/2022 20/06/2022

PE.09.03/T/LPP-

145/PW25/3/202

2

16/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Tata Kelola dan Akuntabilitas 

Keuangan Desa

Persentase desa yang Menyusun 

laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa

Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja 

Pengelolaan Keuangan Desa

Februari Maret Koordinasi Persiapan implementasi Siswaskeudes pada 

Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah

ST-

17/PW25/3/20

21

12/01/2022 26/01/2022

LGIAT-

04/PW25/Bidwas

.APD/2022

26/01/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Tata Kelola dan Akuntabilitas 

Keuangan Desa

Persentase desa yang Menyusun 

laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa

Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja 

Pengelolaan Keuangan Desa

Februari Maret Evaluasi atas Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan 

Desa Tahun 2022 pada Pemrintah Desa di Kabupaten 

Seram Bagian Barat

PE.09.02/T/S

T-

399/PW25/2/2

022

09/08/2022 31/08/2022

PE.11.03/T/LHP-

218/PW25/3/202

2

31/08/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Tata Kelola dan Akuntabilitas 

Keuangan Desa

Persentase desa yang Menyusun 

laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa

Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja 

Pengelolaan Keuangan Desa

Februari Maret Evaluasi atas Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan 

Desa Tahun 2022 pada Pemrintah Desa di Kabupaten 

Buru Selatan

PE.09.02/T/S

T-

401/PW25/3/2

022

09/08/2022 31/08/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Tata Kelola dan Akuntabilitas 

Keuangan Desa

Persentase desa yang Menyusun 

laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa

Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja 

Pengelolaan Keuangan Desa

Februari Maret Evaluasi Atas Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan 

Desa  per Maret Tahun 2022 pada Kebupaten maluku 

Tengah

ST-

77/PW25/3/20

22

21/02/2022 14/03/2022
LEV-

72/PW25/3/2022
15/03/2022

9 101567 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Tata Kelola dan Akuntabilitas 

Aset Desa

Jumlah desa yang menerapkan 

pengelolaan aset desa secara 

memadai

Monitoring dan Evaluasi atas Akuntabilitas 

Tata Kelola Aset Desa

Januari Februari Evaluasi Atas Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan 

Desa Tahun 2022

ST-

76/PW25/3/20

22

21/02/2022 14/03/2022
LEV-

62/PW25/3/2022
14/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Tata Kelola dan Akuntabilitas 

Aset Desa

Jumlah desa yang menerapkan 

pengelolaan aset desa secara 

memadai

Monitoring dan Evaluasi atas Akuntabilitas 

Tata Kelola Aset Desa

Januari Februari Evaluasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa ST-

78/PW25/3/20

22

21/02/2022 14/03/2022
LEV-

69/PW25/3/2022
15/03/2022

10 101572 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pengembangan Potensi Desa Persentase desa yang Menyusun 

laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa

Evaluasi Program Pengembangan Potensi 

Desa

Agustus September Evaluasi Pengembangan potensi desa pada pemerintah 

desa di kabupaten buru selatan

PE.09.02/T/S

T-

403/PW25/3/2

022

09/08/2022 31/08/2022

PE.09.03/T/LHP-

231/PW25/3/202

2

05/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pengembangan Potensi Desa Persentase desa yang Menyusun 

laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa

Evaluasi Program Pengembangan Potensi 

Desa

Agustus September Evaluasi Pengembangan Potensi desa pada pemerintah 

desa di kabupaten seram bagian barat

PE.09.02/T/S

T-

407/PW25/3/2

022

09/08/2022 31/08/2022

PE.09.03/T/LHP-

217/PW25/3/202

2

31/08/2022

11 101580 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Implementasi Bansos APBD Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah

Evaluasi atas Implementasi Bantuan Sosial 

Bersumber Dana APBD

Mei Juni Melaksanakan Evaluasi atas Implementasi Perlindungan 

Sosial yang bersumber Dana APBD Tahun 2022 pada 

Pemerintah Kabupaten Maluku Tegah

PE.06.02/ST-

248/PW25/3/2

022

31/05/2022 15/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

135/PW25/3/202

2

14/06/2022

12 101590 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Reformasi Birokrasi Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Implementasi Reformasi 

Birokrasi

September Oktober Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi 

Nasional dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di 

Kota Ambon

PE.10.01/T/S

T-

435/PW25/6/2

022

24/08/2022 09/09/2022

PE.07.03/T/LHP-

266/PW25/2/202

2

14/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Reformasi Birokrasi Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Implementasi Reformasi 

Birokrasi

September Oktober Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi 

Nasional dalam Mendukung Kemudahan Beruasaha di 

Kabupaten Seram Bagian Barat

PE.10.01/T/S

T-

436/PW25/2/2

022

24/08/2022 09/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

256/PW25/3/202

2

13/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Reformasi Birokrasi Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Implementasi Reformasi 

Birokrasi

September Oktober Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi 

Nasional dalam Mendukung Kemudahan Beruasaha di 

Kabupaten Maluku Tengah

PE.10.01/T/S

T-

437/PW25/2/2

022

24/08/2022 09/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

257/PW25/2/202

2

13/09/2022

13 101594 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pemanfaatan APBD untuk PC-

PEN (termasuk TKDD); 

Peningkatan Kualitas Belanja 

Pemerintah Daerah, melalui 

Ketepatan dan Efektivitas 

Penggunaan Dana Transfer 

(fokus pada sektor pendidikan 

dasar dan menengah)

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah;Persentase Pemda 

yang akuntabel dalam pengelolaan 

keuangan dan kinerja daerah

Pengawasan Penggunaan Dana Transfer 

pada Sektor Pendidikan Dasar dan 

Menengah

Agustus September Evaluasi Penggunaan Dana Transfer Sektor Pendidikan 

Dasar pada Pemerintah Provinsi Maluku

PE.09.02/T/S

T-

458/PW25/3/2

022

26/08/2022 09/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

272/PW25/3/202

2

14/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pemanfaatan APBD untuk PC-

PEN (termasuk TKDD); 

Peningkatan Kualitas Belanja 

Pemerintah Daerah, melalui 

Ketepatan dan Efektivitas 

Penggunaan Dana Transfer 

(fokus pada sektor pendidikan 

dasar dan menengah)

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah;Persentase Pemda 

yang akuntabel dalam pengelolaan 

keuangan dan kinerja daerah

Pengawasan Penggunaan Dana Transfer 

pada Sektor Pendidikan Dasar dan 

Menengah

Agustus September Monitoring dan Anlis atas Penggunaan Dana Transfer 

Sektor Pendidikan Dasar dan Menengah pada 

Pemerintah se-Wilayah Perovinsi Maluku PE.11.02/T/S

T-

463/PW25/3/2

022

26/08/2022 09/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

274/PW25/3/202

2

16/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pemanfaatan APBD untuk PC-

PEN (termasuk TKDD); 

Peningkatan Kualitas Belanja 

Pemerintah Daerah, melalui 

Ketepatan dan Efektivitas 

Penggunaan Dana Transfer 

(fokus pada sektor pendidikan 

dasar dan menengah)

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah;Persentase Pemda 

yang akuntabel dalam pengelolaan 

keuangan dan kinerja daerah

Pengawasan Penggunaan Dana Transfer 

pada Sektor Pendidikan Dasar dan 

Menengah

Agustus September Evaluasi Penggunaan Dana Transfer Sektor Pendidikan 

Dasar pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

PE.09.02/T/S

T-

465/PW25/3/2

022

26/08/2022 09/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

254/PW25/3/202

2

13/09/2022
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Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pemanfaatan APBD untuk PC-

PEN (termasuk TKDD); 

Peningkatan Kualitas Belanja 

Pemerintah Daerah, melalui 

Ketepatan dan Efektivitas 

Penggunaan Dana Transfer 

(fokus pada sektor pendidikan 

dasar dan menengah)

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah;Persentase Pemda 

yang akuntabel dalam pengelolaan 

keuangan dan kinerja daerah

Pengawasan Penggunaan Dana Transfer 

pada Sektor Pendidikan Dasar dan 

Menengah

Agustus September Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Agenda Prioritas 

Pengawasan (APP) Dana Transfer Sektor Pendidikan 

Dasar dan Menengah PE.09.01/T/S

T-

510/PW25/3/2

022

15/09/2022 24/09/2022

LGIAT-

28/PW25/Bidwas 

APD/2022

27/09/2022

14 101610 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pemanfaatan APBD untuk PC-

PEN (termasuk TKDD); 

Peningkatan Kualitas Belanja 

Pemerintah Daerah, melalui 

Ketepatan dan Efektivitas 

Penggunaan Dana Transfer 

(fokus pada sektor pendidikan 

dasar dan menengah)

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah;Persentase Pemda 

yang akuntabel dalam pengelolaan 

keuangan dan kinerja daerah

Monitoring dan Analisis atas Pemanfaatan 

APBD untuk Penanganan Covid-19 dan 

Pemulihan Ekonomi di Daerah (PC-PEN)

Februari Maret Monitoring dan Analisis atas Pemanfaatan APBD untuk 

Penanganan Corana Virus Disase (Covid-19) dan 

Pemulihan Ekonomi di Daerah (PC-PEN) Periode 

Triwulan I Tahun 2022 pada Pemerintah kota Ambon
ST-

111/PW25/3/2

022

09/03/2022 18/03/2022
LHP-

79/PW25/3/2022
21/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pemanfaatan APBD untuk PC-

PEN (termasuk TKDD); 

Peningkatan Kualitas Belanja 

Pemerintah Daerah, melalui 

Ketepatan dan Efektivitas 

Penggunaan Dana Transfer 

(fokus pada sektor pendidikan 

dasar dan menengah)

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah;Persentase Pemda 

yang akuntabel dalam pengelolaan 

keuangan dan kinerja daerah

Monitoring dan Analisis atas Pemanfaatan 

APBD untuk Penanganan Covid-19 dan 

Pemulihan Ekonomi di Daerah (PC-PEN)

Februari Maret Melakukan Kompilasi Hasil Monitoring dan Analisis atas 

Pemanfaatan APBD untuk Penanganan Covid-19 dan 

Pemulihan Ekonomi di Daerah (PC-PEN) Periode 

Triwulan I Tahun 2022 di Wilayah se Provinsi Maluku.
ST-

110/PW25/3/2

022

09/03/2022 18/03/2022
LAP-

80/PW25/3/2022
21/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pemanfaatan APBD untuk PC-

PEN (termasuk TKDD); 

Peningkatan Kualitas Belanja 

Pemerintah Daerah, melalui 

Ketepatan dan Efektivitas 

Penggunaan Dana Transfer 

(fokus pada sektor pendidikan 

dasar dan menengah)

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah;Persentase Pemda 

yang akuntabel dalam pengelolaan 

keuangan dan kinerja daerah

Monitoring dan Analisis atas Pemanfaatan 

APBD untuk Penanganan Covid-19 dan 

Pemulihan Ekonomi di Daerah (PC-PEN)

Februari Maret Monitoring dan Analisis atas Pemanfaatan APBD untuk 

Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah 

(PC-PEN) se-Wilayah Provinsi Maluku
PE.11.02/T/S-

240/PW25/3/2

022

27/05/2022 20/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

137/PW25/3/202

2

14/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pemanfaatan APBD untuk PC-

PEN (termasuk TKDD); 

Peningkatan Kualitas Belanja 

Pemerintah Daerah, melalui 

Ketepatan dan Efektivitas 

Penggunaan Dana Transfer 

(fokus pada sektor pendidikan 

dasar dan menengah)

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah;Persentase Pemda 

yang akuntabel dalam pengelolaan 

keuangan dan kinerja daerah

Monitoring dan Analisis atas Pemanfaatan 

APBD untuk Penanganan Covid-19 dan 

Pemulihan Ekonomi di Daerah (PC-PEN)

Februari Maret Monitoring dan Analis atas Pemanfaatan APBD untuk 

Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi di 

Daerah (PC-PEN) se-Wilayah Provinsi Maluku PE.11.02/T/S

T-

461/PW25/3/2

022

26/08/2022 09/09/2022

PE.11.03/T/LHP-

270/PW25/3/202

2

14/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pemanfaatan APBD untuk PC-

PEN (termasuk TKDD); 

Peningkatan Kualitas Belanja 

Pemerintah Daerah, melalui 

Ketepatan dan Efektivitas 

Penggunaan Dana Transfer 

(fokus pada sektor pendidikan 

dasar dan menengah)

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah;Persentase Pemda 

yang akuntabel dalam pengelolaan 

keuangan dan kinerja daerah

Monitoring dan Analisis atas Pemanfaatan 

APBD untuk Penanganan Covid-19 dan 

Pemulihan Ekonomi di Daerah (PC-PEN)

Februari Maret Monitoring dan Analisis atas Pemanfaatan APBD untuk 

Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah 

PC-PEN pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Tanimbar

PE.11.02/T/S

T-

462/PW25/3/2

022

26/08/2022 09/09/2022

PE.11.03/T/LHP-

271/PW25/3/202

2

14/09/2022

15 101621 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Tata Kelola Cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah

Evaluasi atas Tata Kelola Cadangan 

Pangan Pada Pemerintah Daerah

Agustus September Evaluasi Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah 

Daerah Tahun 2021 sampai dengan semester I Tahun 

2022 pada Pemerintah Kabupaten Buru

PE.09.02/T/S

T-

460/PW25/3/2

022

26/08/2022 09/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

237/PW25/3/202

2

12/09/2022

16 101632 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Pengadaan PPPK Formasi 

Tahun 2022

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Pengadaan PPPK 

Formasi Tahun 2022

Desember Desember Reviu Pengadaan PPPK Guru tahun 2021 dan 

Perencanaan Pengadaan PPPK Guru Tahun 2022 di 

Pemerintah Daerah Se-Provinsi Maluku

PE.12.02/T/S

T-

183/PW25/2/2

022

18/04/2022 25/04/2022
PE.12.03/T/LHP-

110/PW25/2/202
25/04/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Pengadaan PPPK Formasi 

Tahun 2022

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Pengadaan PPPK 

Formasi Tahun 2022

Desember Desember Reviu Pengadaan PPPK Guru Tahun 2021 dan 

Perencanaan Pengadaan PPPK Guru Tahun 2022 di 

Kota Ambon

PE.12.02/T/S

T-

183/PW25/2/2

022

18/04/2022 22/04/2022

PE.12.03/T/LHP-

112/PW25/2/202

2

25/04/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Pengadaan PPPK Formasi 

Tahun 2022

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Pengadaan PPPK 

Formasi Tahun 2022

Desember Desember Reviu Pengadaan PPPK Guru tahun 2021 dan 

Perencanaan Pengadaan PPPK Guru Tahun 2022 di 

Pemerintah Daerah Kota Ambon

PE.12.02/T/S

T-

185/PW25/2/2

022

18/04/2022 22/04/2022

PE.12.03/T/LHP-

112/PW25/2/202

2

25/04/2022

17 101682 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Peningkatan Kualitas 

Perencanaan dan 

Penganggaran Pemerintah 

Daerah

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan 

Penganggaran Daerah Pemda A

Februari Maret Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 

Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Maluku 
ST-

47/PW25/3/20

22

07/02/2022 22/02/2022
LHP-

86/PW25/3/2022
31/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Peningkatan Kualitas 

Perencanaan dan 

Penganggaran Pemerintah 

Daerah

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan 

Penganggaran Daerah Pemda A

Februari Maret Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran pada 

Pemerintah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2022
ST-

48/PW25/3/20

22

07/02/2022 22/02/2022
LHP-

83/PW25/3/2022
30/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Peningkatan Kualitas 

Perencanaan dan 

Penganggaran Pemerintah 

Daerah

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan 

Penganggaran Daerah Pemda A

Februari Maret Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 

Anggaran 2022 pada Pemerintah Kota Tual
ST-

49/PW25/3/20

22

07/02/2022 25/02/2022
LHP-

84/PW25/3/2022
30/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Peningkatan Kualitas 

Perencanaan dan 

Penganggaran Pemerintah 

Daerah

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan 

Penganggaran Daerah Pemda A

Februari Maret Bimbingan Teknis terhadap Indikator Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Buru
ST-

73/PW25/3/20

22

21/02/2022 01/03/2022

LGIAT-

6/PW25/Bidwas.

APD/2022

11/03/2022

18 101743 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Percepatan Penyerapan 

Anggaran dan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pelaksanaan Evaluasi PA PBJ Tw I, Tw 2, 

Tw 3 dan Tw 4

Maret April Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ per 15 Maret 

2022
ST-

118/PW25/3/2

022

11/03/2022 31/03/2022
PE.10.03/T/LHP-

95/PW25/3/2022
06/04/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Percepatan Penyerapan 

Anggaran dan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pelaksanaan Evaluasi PA PBJ Tw I, Tw 2, 

Tw 3 dan Tw 4

Maret April Melaksanakan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ 

Daerah triwulan II Tahun 2022 bekerja sama dengan 

Inspektorat se-Provinsi Maluku cutt-off data per 15 Juni 

2022.

PE.09.01/T/S

T-

279/PW25/3/2

022

15/06/2022 28/06/2022

PE.10.03/T/LHP-

171/PW25/3/202

2

06/07/2022
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Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Percepatan Penyerapan 

Anggaran dan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pelaksanaan Evaluasi PA PBJ Tw I, Tw 2, 

Tw 3 dan Tw 4

Maret April Melaksanakan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan 

Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Daerah per 15 September 

2022

PE.09.02/T/S

T-

508/PW25/3/2

022

15/09/2022 27/09/2022

19 101911 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Reformasi Sistem Kesehatan-

Kemandirian Industri Farmasi 

dan Almatkes

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Evaluasi Kemandirian Industri Farmasi dan 

Almatkes

Mei Juni

20 101913 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penanganan Covid-19-Vaksinasi Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-

19 di lingkungan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan TNI/Polri

Januari Februari Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada 

Fasyankes di Lingkungan TNI dan Polri Tahun 2022 pada 

Provinsi Maluku

ST-

86/PW25/2/20

22

24/02/2022 04/03/2022
LHM-

58/PW25/2/2022
10/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penanganan Covid-19-Vaksinasi Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-

19 di lingkungan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan TNI/Polri

Januari Februari Monitoring pengelolaan vaksin covid-19 rusak dan atau 

kadarluasa di lingkungan fasyankes polda maluku pada 

triwulan III tahun 2022

PE.11.02/T/S

T-

494/PW25/2/2

022

09/09/2022 20/09/2022

PE.11.03/T/LHP-

277/PW25/2/202

2

22/09/2022

21 102050 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Pengembangan Keterampilan 

dan Layanan Usaha

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Pengembangan 

Keterampilan dan Layanan Usaha Pemda 

A

Agustus September Evaluasi atas Program Pengembangan Keterampilan dan 

Layanan Usaha (PKLU) dalam rangka Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 di 

Kabupaten Buru

PE.09.02/T/S

T-

442/PW25/2/2

022

25/08/2022 09/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

237/PW25/2/202

2

12/09/2022

22 102051 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Pengembangan Keterampilan 

dan Layanan Usaha

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Pengembangan 

Keterampilan dan Layanan Usaha Pemda 

B

Agustus September Melaksanakan Evaluasi atas Program Pengembangan 

Keterampilan dan Layanan Usaha Dalam Rangka 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 

2022 pada Kabupaten Kepulauan ARU

PE.09.02/T/S

T-

446/PW25/2/2

022

26/08/2022 09/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

243/PW25/2/202

2

12/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Pengembangan Kewirausahaan, 

Kemitraan dan Keperantaraan

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Pengembangan 

Kewirausahaan, Kemitraan dan 

Keperantaraan Pemda A

Agustus September Evaluasi Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan, dan 

Keperantaraan Tahun 2022 dalam Rangka Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Ambon

PE.09.02/T/S

T-

443/PW25/2/2

022

25/08/2022 09/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

253/PW25/2/202

2

13/09/2022

23 102053 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Pengembangan Kewirausahaan, 

Kemitraan dan Keperantaraan

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Pengembangan 

Kewirausahaan, Kemitraan dan 

Keperantaraan Pemda A

Agustus September Evaluasi Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan, dan 

Keperantaraan Tahun 2022 dalam rangka Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan di Kabupaten Maluku 

Tenggara

PE.09.02/T/S

T-

451/PW25/2/2

022

26/08/2022 09/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

247/PW25/2/202

2

13/09/2022

24 102060 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Pencegahan Kecurangan Persentase K/L/P/BU yang 

menindaklanjuti hasil pengawasan 

represif, preventif, dan edukatif

Pencegahan Kecurangan Februari Maret Penyusunan Profil Risiko Kecurangan atas Pembayaran 

Klaim Rumah Sakit untuk Penanganan Pasien Covid-19

ST-

62/PW25/5/20

22

15/02/2022 02/03/2022
LMR-

48/PW25/5/2022
04/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Pencegahan Kecurangan Persentase K/L/P/BU yang 

menindaklanjuti hasil pengawasan 

represif, preventif, dan edukatif

Pencegahan Kecurangan Februari Maret Melaksanakan Penyusunan Profile Risiko Kecurangan 

atas Program/Kegiatan Dukungan Peralatan Produksi 

Perikanan di Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2022

PE.06.02/T/S

T-

247/PW25/5/2

022

31/05/2022 15/06/2022

PE.06.03/T/LHP-

155/PW25/5/202

2

22/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Pencegahan Kecurangan Persentase K/L/P/BU yang 

menindaklanjuti hasil pengawasan 

represif, preventif, dan edukatif

Pencegahan Kecurangan Februari Maret Melaksanakan Penyusunan Profile Risiko Kecurangan 

atas Kegiatan Pembangunan Jembatan di Wilayah 

Provinsi Maluku Tahun 2022

PE.06.02/T/S

T-

249/PW25/5/2

022

31/05/2022 15/06/2022

PE.06.03/LHP-

152/PW25/5/202

2

22/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Pencegahan Kecurangan Persentase K/L/P/BU yang 

menindaklanjuti hasil pengawasan 

represif, preventif, dan edukatif

Pencegahan Kecurangan Februari Maret Melaksanakan Penyusunan Profile Risiko Kecurangan 

atas Program/Kegiatan Lumbung Perikanan Nasional di 

Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2022

PE.06.02/T/S

T-

250/PW25/5/2

022

31/05/2022 15/06/2022

PE.06.03/T/LHP-

151/PW25/5/202

2

22/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Pencegahan Kecurangan Persentase K/L/P/BU yang 

menindaklanjuti hasil pengawasan 

represif, preventif, dan edukatif

Pencegahan Kecurangan Februari Maret Melaksanakan Penyusunan Profile Risiko Kecurangan 

atas Program/KegiatanPengembangan Kewirausahaan, 

Kemitraan dan Keperantaraan di Wilayah Provinsi Maluku 

Tahun 2022

PE.06.02/T/S

T-

251/PW25/5/2

022

31/05/2022 15/06/2022

PE.06.03/T/LHP-

154/PW25/5/202

2

22/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Pencegahan Kecurangan Persentase K/L/P/BU yang 

menindaklanjuti hasil pengawasan 

represif, preventif, dan edukatif

Pencegahan Kecurangan Februari Maret Bimbingan Teknis Peningkatan Efektifitas Pengendalian 

Korupsi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun 

2022

PE.07.02/T/S

T-

286/PW25/5/2

022

23/06/2022 08/07/2022

PE.07.03/T/LHP-

181/PW25/2/202

2

11/07/2022

25 102065 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Deteksi Kecurangan Persentase hasil pengawasan 

represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Deteksi Kecurangan September Oktober Pengumpulan Data Audit dengan Tujuan Tertentu atas 

Tata Kelola Industri Kelapa Sawit di Provinsi Maluku

PE.04.02/T/S

T-

331/PW25/5/2

022

14/07/2022 25/07/2022

PE.04.02/T/S-

1328/PW25/5/20

22

25/07/2022

26 102067 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Persentase hasil pengawasan 

represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Respon Kecurangan November Desember Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan TPK (Tipikor) 

Ambon dalam Perkara Dugaan TPK Pekerjaan 

Pembangunan Taman Kota Tahun 2017 pada Dinas 

Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat a.n Terdakwa 

Hartanto Hoetomo

ST-

01/PW25/5/20

22

03/01/2022 05/01/2022
LKA-

07/PW25/5/2022
06/01/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Persentase hasil pengawasan 

represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Respon Kecurangan November Desember Pemberian Keterangan Ahli memberi Keterangan Ahli di 

Persidangan pada Pengadilan TPK (Tipikior) Ambon 

dalam Perkara Dugaan TPK berupa Kecurangan /Fraud 

tehadap Keuangan PT Bank Maluku Maluku Utara 

Cabang Pembantu Mako Kabupaten Buru Tahun 2016 s.d 

Bulan November 2019 a.n Terdakwa Bunga Sartika 

Alkadri, Syahrir Marwan PAttihua dan Erick Marheni Hukul

a.n Erwahyudi

ST-

06/PW25/5/20

22

06/01/2022 10/01/2022
LKA-

10/PW25/5/2022
07/01/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Persentase hasil pengawasan 

represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Respon Kecurangan November Desember Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan pada 

Pengadilan TPK (Tipikor) ambon dalam perkara Dugaan 

Penyimpangan Anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan 

Bakar Kendaraan Dinas/ Operasioanl pada Dinas 

Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon TA 

2019 a.n terdakwa Ir. Lucia Izaak, M.H., Mauritz Yani 

Tabelessy, S.Sos. Alias YAni terdakwa Ricky Marthun 

Syauta

a.n Ruzam Almas

ST-

13/PW25/5/20

21

10/01/2022 12/01/2022
LKA-

17/PW25/5/2022
17/01/2022
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Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Persentase hasil pengawasan 

represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Respon Kecurangan November Desember Pemberian keterangan ahli di persidangan pada 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berupa 

Kecurangan/Fraud terhadap keuangan PT Bank Maluku 

Maluku Utara Cabang Pembantu Mako Kabupaten Baru 

Tahun 2016 sampai dengan Bulan November 2019 atas 

nama terdakwa Bunga Sartika Alkadri, Syahrir Marwan 

Pattihua dan Erick Marhaeni Hukul.

a.n Sapto Agung Riyadi

ST-

15/PW25/5/20

21

11/01/2022 14/01/2022
LKA-

16/PW25/5/2022
17/01/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Persentase hasil pengawasan 

represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Respon Kecurangan November Desember Memberikan Keterangan Ahli di Pengadilan Tipikor Ambon 

dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalah gunaan 

dana kegiatan pembangunan unit sekolah baru(USB) 

SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi Thn 2017

ST-

24/PW25/5/20

22

19/01/2022 24/1/2022

LKA-

20/PW25/5/2022

25/01/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Persentase hasil pengawasan 

represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Respon Kecurangan November Desember Keterangan Ahli diPersidangan pada Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon dalam Perkara Dugaan 

TPK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Skala Kecil 

Tenaga Surya Kapasitas 2 (dua) ton per hari TA 2015 

pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku 

Barat Daya a.n Terdakwa Ir. Johny James Kay dkk

ST-

55/PW25/5/20

22

08/02/2022 14/02/2022

LKA-

31/PW25/5/2022

17/02/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Persentase hasil pengawasan 

represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Respon Kecurangan November Desember Pemberian Keterangan Ahli di persidangan pada 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon dalam 

Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan 

KMP Marsela oleh PT KAlwedo (Badan Usaha Milik 

Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya) TA 

2016 dan 2017 a.n terdakwa Lucas Taoilow, S.Pi dkk

a.n Ruzam Almas

ST-

68/PW25/5/20

22

16/02/2022 21/02/2022

LKA-

32.1/PW25/5/202

2

21/02/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Persentase hasil pengawasan 

represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Respon Kecurangan November Desember Pemberian Keterangan Ahli di persidangan pada 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon dalam 

Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan 

Pembangunan Pabrik Es Skala Kecil Tenaga Surya 

Kapasitas 2 Ton per hari TA 2015 pada Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya a.n 

terdakwa Ir. Jhony James Kay, dkk

ST-

70/PW25/5/20

22

17/02/2022 24/02/2022

LKA-

44/PW25/5/2022

01/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Persentase hasil pengawasan 

represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Respon Kecurangan November Desember Pemberian Keterangan Ahli ST-

87/PW25/5/20

22

24/02/2022 01/03/2022
LKA-

44/PW25/5/2022

01/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Persentase hasil pengawasan 

represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Respon Kecurangan November Desember Pemberian Keterangan Ahli ST-

88/PW25/5/20

22

24/02/2022 04/03/2022
LKA-

67/PW25/5/2022

14/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Persentase hasil pengawasan 

represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Respon Kecurangan November Desember Pemberian Keterangan Ahli ST-

97/PW25/5/20

22

02/03/2022 07/03/2022
LKA-

66/PW25/5/2022

14/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Persentase hasil pengawasan 

represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Respon Kecurangan November Desember memberikan keterangan Ahli di hadapan penyidik 

Kepolisian Resor seram Bagian Barat  dalam Perkara 

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana 

Pengadaan Peralatan Perekaman E KTP Dispenduk capil 

Kabupaten Seram Bagian Barat

ST-

152/PW25/5/2

022

29/03/2022 01/04/2022

PE.03/R/LHP-

90/PW25/5/2022

05/04/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Persentase hasil pengawasan 

represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Respon Kecurangan November Desember   (Tipikor) Ambon dalam perkara Dugaan tindak pidana 

korupsi pekerjaan pembangunan jalan lingkar wamar 

(Durjela-Tempat wisata Papaliseran) yang dibiayai 

anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 

Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Kepualauan Aru atas nama 

Terdakwa Listiawaty, S.T.

PE.03/T/ST-

178/PW25/5/2

022

13/04/2022 18/04/2022

PE.03/R/LHP-

107/PW25/5/202

2

18/04/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Persentase hasil pengawasan 

represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Respon Kecurangan November Desember Pemberian Keterangan Ahli di Hadapan Penyidik 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah 

Maluku atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi 

Permintaan dan Pendistribusian Cadangan Beras 

Pemerintah (CBP) Tahun 2016 dan 2017 oleh Pemerintah 

Daerah Kota Tual a.n. Andreas Sofyan Nainggolan

PE.03.04/T/S

T-

230/PW25/5/2

022

23/05/2022 25/05/2022

PE.03.04/R/LHP-

120/PW25/5/202

2

31/05/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Persentase hasil pengawasan 

represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Respon Kecurangan November Desember Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan pada 

Pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) Ambon dalam 

Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan 

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa 

Akoon Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah 

Tahun Anggaran 2015 s.d. 2017 a.n. Alexander Tahapary 

alias Lex, dkk (Izak Paulus Tahapary alias Poli dan Trotje 

Wairissal alias Oci)

PE.03.04/T/S

T-

257/PW25/5/2

022

03/06/2022 08/06/2022 PE.03.04/R/SP-

134/PW25/5/202

2

13/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Persentase hasil pengawasan 

represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Respon Kecurangan November Desember Melaksanakan Audit Investigatif atas Perkara Dugaan 

Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalah Gunaan 

Anggaran Corona Virus Disease (Covid 19) Tahun 

Anggaran 2020 pada Kabupaten Kepulauan Aru

PE.03.02/R/S

T-

283/PW25/5/2

022

22/06/2022 27/07/2022

PE.03.03/R/LHP-

193/PW25/5/202

2

27/07/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Persentase hasil pengawasan 

represif yang 

dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Respon Kecurangan November Desember Audit Investgatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi 

Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020

PE.03.02/R/S

T-

287/PW25/5/2

022

23/06/2022 22/07/2022
PE.03.02/R/LHP-

191/PW25/5/202

2

22/07/2022

27 102218 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Optimalisasi Program Padat 

Karya

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Optimalisasi Program 

Padat Karya Kementerian Perhubungan 

pada ProvinsiMaluku

Juli Agustus Reviu atas Optimaliasi Program Padat Karya Triwulan III 

Tahun 2022 pada Satuan Kerja Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (LHK) di Wilayah Provinsi Maluku

PE.12.02/T/S

T-

394/PW25/2/2

022

09/08/2022 31/08/2022

PE.12.03/T/LHP-

236/PW25/2/202

2

09/09/2022
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Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Optimalisasi Program Padat 

Karya

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Optimalisasi Program 

Padat Karya Kementerian Perhubungan 

pada ProvinsiMaluku

Juli Agustus Reviu atas Optimaliasi Program Padat Karya Triwulan III 

Tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan Agenda Prioritas 

Pengawasan Tahun 2022 pada Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat di Wilayah Provinsi Maluku

PE.12.02/T/S

T-

395/PW25/2/2

022

09/08/2022 26/08/2022

PE.12.03/T/LHP-

240/PW25/2/202

2

12/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Optimalisasi Program Padat 

Karya

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Optimalisasi Program 

Padat Karya Kementerian Perhubungan 

pada ProvinsiMaluku

Juli Agustus Reviu atas Optimalisasi Program Padat Karya Triwulan III 

Tahun 2022 pada Satuan Kerja Kementerian 

Perhubungan di Wilayah Provinsi Maluku

PE.12.02/T/S

T-

397/PW25/2/2

022

09/08/2022 26/08/2022

PE.12.03/T/LHP-

234/PW25/2/202

2

08/09/2022

28 102582 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Percepatan Penyerapan 

Anggaran dan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Analisis Fiskal dan Keuangan Pemerintah 

Daerah

Agustus September Melaksanakan Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah se-Wilayah Provinsi Maluku Tahun 

2022

PE.02.02/T/S

T-

414/PW25/3/2

022

15/08/2022 29/08/2022

PE.02.03/T/LHP-

287/PW25/3/202

2

27/09/2022

29 102611 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

SPIP Jumlah Provinsi dengan Maturitas 

SPIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Maturitas 

SPIP

Januari Februari Bimbingan dan Konsultasi penilaian Maturitas 

Penyelanggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah 

kabupaten Buru

ST-

26/PW25/3/20

22

20/01/2022 28/01/2022
LBA-

22/PW25/3/2022

03/02/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

SPIP Jumlah Provinsi dengan Maturitas 

SPIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Maturitas 

SPIP

Januari Februari Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri atas Maturitas 

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021 s.d 2022 

pada Pemerintah Kota Tual

ST-

45/PW25/3/20

22

07/02/2022 23/02/2022
LGIAT-

57/PW25/3/2022

10/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

SPIP Jumlah Provinsi dengan Maturitas 

SPIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Maturitas 

SPIP

Januari Februari Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri (PM) 

atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah (SPIP)

PE.07.02/T/S

T-

304/PW25/3/2

022

30/06/2022 22/07/2022
PE.07.02/B/LPP-

196/PW25/2/202

2

01/08/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

SPIP Jumlah Provinsi dengan Maturitas 

SPIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Maturitas 

SPIP

Januari Februari Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri atas 

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada kabupaten Buru

PE.07.02/T/S

T-

307/PW25/3/2

022

30/06/2022 16/07/2022
PE.07.03/T/LPP-

192/PW25/3/202

2

26/07/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

SPIP Jumlah Provinsi dengan Maturitas 

SPIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Maturitas 

SPIP

Januari Februari Melaksanakan Bimbingan Teknis Penjaminan Kualitas 

atas Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Buru

PE.07.02/T/S

T-

507/PW25/3/2

022

14/09/2022 30/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

SPIP Jumlah Provinsi dengan Maturitas 

SPIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Maturitas 

SPIP

Januari Februari Melaksanakan Evaluasi atas Penilaian Maturitas SPIP 

Terintegritas pada Pemerintah Kota Tual

PE.09.02/T/S

T-

514/PW25/3/2

022

21/09/2022 11/10/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

SPIP Jumlah Provinsi dengan Maturitas 

SPIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Maturitas 

SPIP

Januari Februari Sosialisasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan 

Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian 

Barat

PE.12.02/T/S

T-

519/PW25/3/2

022

26/09/2022 30/09/2022

30 102616 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Kapabilitas APIP Persentase APIP kab/kota dengan 

Kapabilitas APIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas 

APIP

Januari Februari Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 

pada Inspektorat Kota Tual

ST-

59/PW25/6/20

22

14/02/2022 07/03/2022
LBIN-

71/PW25/6/2022
14/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Kapabilitas APIP Persentase APIP kab/kota dengan 

Kapabilitas APIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas 

APIP

Januari Februari Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 

pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara

ST-

60/PW25/6/20

22

14/02/2022 07/03/2022
LBIN-

60/PW25/6/2022
14/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Kapabilitas APIP Persentase APIP kab/kota dengan 

Kapabilitas APIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas 

APIP

Januari Februari Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 

pada Inspektorat Kabupaten Buru

ST-

120/PW25/6/2

022

11/03/2022 30/03/2022
PE.11.03/T/LHP-

89/PW25/6/2022
04/04/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Kapabilitas APIP Persentase APIP kab/kota dengan 

Kapabilitas APIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas 

APIP

Januari Februari Melakukan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas 

APIP Level 3 pada Inspektorat Provinsi Maluku

PE.07.01/B/S

T-

170/PW25/6/2

022

08/04/2022 26/04/2022

PE.07.03/T/LHP-

117/PW25/6/202

2

18/05/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Kapabilitas APIP Persentase APIP kab/kota dengan 

Kapabilitas APIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas 

APIP

Januari Februari Bantuan Tenaga Untuk Penugasan Joint Audit Kinerja 

pada Pemerintah Kabupaten Buru
PE.02.02/T/S-

690/PW25/3/2

022

13/04/2022 18/04/2022
LGIAT-

13/P3A/2022
13/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Kapabilitas APIP Persentase APIP kab/kota dengan 

Kapabilitas APIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas 

APIP

Januari Februari Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 

pada Inspektorat Provinsi Maluku

PE.09.01/B/S

T-

332/PW25/6/2

022

18/07/2022 01/08/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Kapabilitas APIP Persentase APIP kab/kota dengan 

Kapabilitas APIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas 

APIP

Januari Februari Kapabilitas APIP level 3 pada Inspektorat Kabupaten 

Maluku Tenggara

PE.09.02/T/S

T-

385/PW25/6/2

022

08/08/2022 26/08/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Kapabilitas APIP Persentase APIP kab/kota dengan 

Kapabilitas APIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas 

APIP

Januari Februari Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 

pada Inspektorat Kabupaten Buru
PE.09.01/B/S

T351/PW25/6/

2022

29/07/2022 16/08/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Kapabilitas APIP Persentase APIP kab/kota dengan 

Kapabilitas APIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas 

APIP

Januari Februari Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada 

Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur

PE.09.02/T/S

T-

447/PW25/6/2

022

26/08/2022 12/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Kapabilitas APIP Persentase APIP kab/kota dengan 

Kapabilitas APIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas 

APIP

Januari Februari Melaksanakan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas 

APIP Lv 3 pada Inpektorat Kabupaten Maluku Tengah

PE.09.02/T/S

T-

410/PW25/6/2

022

11/08/2022 09/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Kapabilitas APIP Persentase APIP kab/kota dengan 

Kapabilitas APIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas 

APIP

Januari Februari Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 

pada Inspektorat Kota Tual

PE.09.02/T/S

T-

434/PW25/6/2

022

23/08/2022 09/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Kapabilitas APIP Persentase APIP kab/kota dengan 

Kapabilitas APIP ? Level 3

Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas 

APIP

Januari Februari Monitoring Tindak Lanjut dan Temuan Hasil Pemeriksaan 

pada Kota Ambon

PE.11.02/T/S

T-

477/PW25/6/2

022

30/08/2022 12/09/2022
LGIAT-

26/P3A/2022
15/09/2022

31 102841 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Lumbung Perikanan Nasional Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Lumbung Perikanan 

Nasional

Juli Agustus Evaluasi atas program lumbung ikan nasional tahun 2022 PE.09.02/T/S

T-

493/PW25/2/2

022

09/09/2022 16/09/2022
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32 102958 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

BUMD (Fokus pada BU Jasa Air 

dan BPD)

Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Pengawasan Kualitas Tata Kelola (GRC) 

dan kinerja keuangan, operasional BPD

Januari Februari

33 102964 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Fasilitas Kredit Pemerintah 

untuk UMKM (KUR dan subsidi 

bunga/subsidi margin KUR baik 

reguler maupun tambahan)

Jumlah BUMN dengan pengelolaan 

korporasinya baik

Pengawasan atas Fasilitasi Kredit 

Pemerintah untuk UMKM KUR baik reguler 

maupun tambahan

Maret April Audiit atas pelaksanaan program KUR dan Penyaluran 

Subsidi Bunga/ Subsidi Margin KUR pada Bank Himbara
PE.02.01/T/S

T-

274.1/PW25/4

/2022

13/06/2022 24/06/2022

PE.11.03/T/LHP-

156.1/PW25/4/20

22

24/06/2022

34 102971 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

BLU/BLUD (Fokus pada 

BLU/BLUD Kesehatan dan 

BLU/BLUD Pendidikan)

Persentase BLUD dengan Kinerja 

Sehat

Pengawasan terhadap Tata Kelola BLU 

Pendidikan dan BLUD Kesehatan

April Mei Melaksanakan Evaluasi Kinerja Badan layanan Umum 

daerah (BLUD) pada BLUD Rumah Sakit Umum daerah 

(RSUD) Dr. M. Haulussy Provinsi Maluku Tahun 2021

PE.09.01/B/S

T-

264/PW25/4/2

022

07/06/2022 28/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

178/PW25/3/202

2

08/07/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

BLU/BLUD (Fokus pada 

BLU/BLUD Kesehatan dan 

BLU/BLUD Pendidikan)

Persentase BLUD dengan Kinerja 

Sehat

Pengawasan terhadap Tata Kelola BLU 

Pendidikan dan BLUD Kesehatan

April Mei Sosialisasi BLUD RS Khusus Daerah Provinsi Maluku PE.13.02/T/S

T-

311/PW25/4/2

022

05/07/2022 07/07/2022
LGIAT-

10/PW25/4/2022
08/07/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

BLU/BLUD (Fokus pada 

BLU/BLUD Kesehatan dan 

BLU/BLUD Pendidikan)

Persentase BLUD dengan Kinerja 

Sehat

Pengawasan terhadap Tata Kelola BLU 

Pendidikan dan BLUD Kesehatan

April Mei Melaksanakan Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum 

(BLU) Pendidikan Tinggi pada Universitas Pattimura 

Tahun Buku 2021

PE.09.02/T/S

T-

449/PW25/4/2

022

26/08/2022 16/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

288/PW25/4/202

2

28/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

BLU/BLUD (Fokus pada 

BLU/BLUD Kesehatan dan 

BLU/BLUD Pendidikan)

Persentase BLUD dengan Kinerja 

Sehat

Pengawasan terhadap Tata Kelola BLU 

Pendidikan dan BLUD Kesehatan

April Mei Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun 

Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021

PE.09.02/T/S

T-

480/PW25/4/2

022

31/08/2022 14/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

261/PW25/4/202

2

14/09/2022

35 102979 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

BUMD (Fokus pada BU Jasa Air 

dan BPD)

Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Pengawasan terhadap kualitas tata kelola, 

manajemen risiko dan satuan pengawasan 

intern BU Jasa Air.

April Mei

36 102980 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Pengembangan Potensi Desa Jumlah BUMDes yang mampu 

menyusun laporan

Pengawasan Peran BUM Desa terhadap 

Program Pengembangan Potensi Desa

Februari Maret Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan  Bimbingan Teknis 

Implementasi Aplikasi SIA BUMDesa di Kabupaten Maluku 

tengah 

ST-

115/PW25/4/2

022

10/03/2022 18/03/2022
LGIAT-

01/PW25/4/2022
28/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Pengembangan Potensi Desa Jumlah BUMDes yang mampu 

menyusun laporan

Pengawasan Peran BUM Desa terhadap 

Program Pengembangan Potensi Desa

Februari Maret Survei Pendahuluan Pengawasan Peran BUMDea 

terhadap Program Pengembangan potensi desa di 

Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku 

Tengah

PE.09.01/T/S

T-

282/PW25/4/2

022

19/03/2022 22/03/2022
LGIAT-

09/PW25/4/2022
28/02/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Pengembangan Potensi Desa Jumlah BUMDes yang mampu 

menyusun laporan

Pengawasan Peran BUM Desa terhadap 

Program Pengembangan Potensi Desa

Februari Maret Melaksanakan Evaluasi Peran BUM Desa dalam 

Pengembangan Potensi Desa di Kabupaten Buru Selatan

PE.09.02/T/S

T-

417/PW25/4/2

022

18/08/2022 02/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

221/PW25/4/202

2

05/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Pengembangan Potensi Desa Jumlah BUMDes yang mampu 

menyusun laporan

Pengawasan Peran BUM Desa terhadap 

Program Pengembangan Potensi Desa

Februari Maret Melaksanakan Evaluasi Pengembangan Kewirausahaan. 

Kemitraan, dan Keperantaraan BUM Desa di Kabupaten 

Seram Bagian Barat

PE.07.02/T/S

T-

421/PW25/4/2

022

18/08/2022 30/08/2022

PE.09.03/T/LHP-

227/PW25/4/202

2

05/09/2022

37 102982 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Pengembangan Kewirausahaan, 

Kemitraan dan Keperantaraan

Jumlah BUMDes yang mampu 

menyusun laporan

Pengawasan Peran BUM Desa terhadap 

Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan, 

Kemitraan, dan Keperantaraan dengan 

BUMD/N

Juli Agustus Melaksanakan Survei Pengawasan Peran BUM Desa 

terhadap Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan, 

Kemitraan dan Keperantaraan dengan BUMD/N pada 

BUM Desa Patua Kuthi, Desa Wasia, Kabupaten Seram 

Bagian Barat

PE.04.02/T/S

T-

409/PW25/4/2

022

11/08/2022 16/08/2022
LGIAT-

11/PW25/4/2022
15/08/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Pengembangan Kewirausahaan, 

Kemitraan dan Keperantaraan

Jumlah BUMDes yang mampu 

menyusun laporan

Pengawasan Peran BUM Desa terhadap 

Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan, 

Kemitraan, dan Keperantaraan dengan 

BUMD/N

Juli Agustus Melaksanakan Evaluasi Pengembangan Kewirausahaan. 

Kemitraan, dan Keperantaraan BUM Desa di Kabupaten 

Buru Selatan

PE.09.02/T/S

T-

416/PW25/4/2

022

18/08/2022 02/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

223/PW25/4/202

2

05/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Pengembangan Kewirausahaan, 

Kemitraan dan Keperantaraan

Jumlah BUMDes yang mampu 

menyusun laporan

Pengawasan Peran BUM Desa terhadap 

Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan, 

Kemitraan, dan Keperantaraan dengan 

BUMD/N

Juli Agustus Melaksanakan Evaluasi Peran BUM Desa dalam 

Pengembangan Potensi Desa di Kabupaten Seram 

Bagian Barat

PE.07.02/T/S

T-

420/PW25/4/2

022

18/08/2022 30/08/2022

PE.09.03/T/LHP-

224/PW25/4/202

2

05/09/2022

38 103008 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Evaluasi atas Kesiapan 

Pengembangan Lapangan Abadi 

Wilayah Kerja Masela

Jumlah Proyek Strategis Nasional 

yang tercapai sesuai target

Pengawasan peran serta pemerintah 

daerah dalam pengembangan Lapangan 

Abadi Wilayah Kerja Masela dan Multiplier 

Effect bagi Perekonomian Daerah

Juli Agustus Penyusunan Panduan Teknis Pengawasan Peran serta 

Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Lapangan 

Abadi Wilayah Kerja Masela dan Multiplier Effect bagi 

Perekonomian Daerah

ST-

43/PW25/3/20

22

04/02/2022 18/02/2022
PE.07.03/T/LPP-

87/PW25/3/2022
31/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Evaluasi atas Kesiapan 

Pengembangan Lapangan Abadi 

Wilayah Kerja Masela

Jumlah Proyek Strategis Nasional 

yang tercapai sesuai target

Pengawasan peran serta pemerintah 

daerah dalam pengembangan Lapangan 

Abadi Wilayah Kerja Masela dan Multiplier 

Effect bagi Perekonomian Daerah

Juli Agustus Melaksanakan Evaluasi atas Perasn Serta Pemerintah 

Daerah dalam Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah 

Kerja Masela dan Multiplier Effect Bagi Perekonomian 

Daerah

PE.09.02/T/S

T-

302/PW25/3/2

022

29/06/2022 26/07/2022

PE.09.03/T/LHP-

203/PW25/3/202

2

09/08/2022

39 103457 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Penerapan JFA pada APIP 

K/L/D

Jumlah APIP Kabupaten/Kota 

dengan Kapabilitas APIP ? Level 3

Bimtek Penerapan JFA pada APIP K/L/D Juli Agustus Bimbingan Teknis Penerapan Jabatan Fungsional Auditor 

(JFA) pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara 
PE.07.02/T/S

T-

384/PW25/6/2

022

08/08/2022 26/08/2022

PE.07.03/B/LHP-

219/PW25/6/202

2

31/08/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Penerapan JFA pada APIP 

K/L/D

Jumlah APIP Kabupaten/Kota 

dengan Kapabilitas APIP ? Level 3

Bimtek Penerapan JFA pada APIP K/L/D Juli Agustus Melakukan konsultasi ke pusat pembina JFA BPKP di 

Jakarta terkait permasalahan Jabatan Fungsional auditor 

APIP Daerah

DL.04.00/B/S

T-

483/PW25/6/2

022

01/09/2022 10/09/2022
LGIAT-

29/P3A/6/2022
20/09/2022

40 103460 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Penerapan JFA pada APIP 

K/L/D

Persentase APIP kab/kota dengan 

Kapabilitas APIP ? Level 3

Bimtek Implementasi SIBIJAK pada APIP 

K/L/D

Juli Agustus Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi SIBIJAK pada 

Inspektorat Kabupaten Buru

PE.07.01/B/S

T-

353/PW25/6/2

022

29/07/2022 16/08/2022

PE.07.03/T/LHP-

216/PW25/6/202

2

30/08/2022

41 103461 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Penerapan JFA pada APIP 

K/L/D

Persentase APIP kab/kota dengan 

Kapabilitas APIP ? Level 3

Evaluasi Penerapan JFA pada APIP K/L/D Juli Agustus Melaksanakan Pelaksanaan Evaluasi Penerapan Jabatan 

Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Kabupaten 

Maluku Tengah

PE.09.02/T/S

T-

411/PW25/6/2

022

11/08/2022 09/09/2022

PE.07.03/T/LHP-

220/PW25/6/202

2

01/09/2022

42 103472 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Peningkatan Akses Permodalan Jumlah BUMN dengan pengelolaan 

korporasinya baik

Pengawasan Akses Permodalan bagi 

Masyarakat Miskin

Januari Februari Melaksanakan Reviu atas Akses Permodalan dan 

Penyalurab SB/BM pada PT PNM dan PT Pegadaian di 

Kabupaten Maluku Tengah

PE.12.02/T/S

T-

505/PW25/4/2

022

14/09/2022 26/09/2022

PE.12.03/T/LHP-

280/PW25/4/202

2

23/09/2022
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43 103473 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Tata Kelola Cadangan Pangan 

Pemerintah

Jumlah BUMN dengan pengelolaan 

korporasinya baik

Pengawasan atas Tata Kelola Cadangan 

Pangan Pemerintah pada BUMN

Juni Juli Melaksanakan Evaluasi Tata Kelola Cadangan Pangan 

Pemerintah (Beras) Tahun 2021 dan Semester I Tahun 

2022 pada Perum Bulog Wilayah Maluku Malut

PE.09.02/T/S

T-

450/PW25/4/2

022

26/08/2022 16/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

259/PW25/4/202

2

13/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Tata Kelola Cadangan Pangan 

Pemerintah

Jumlah BUMN dengan pengelolaan 

korporasinya baik

Pengawasan atas Tata Kelola Cadangan 

Pangan Pemerintah pada BUMN

Juni Juli Melaksanakan Monitoring atas Tata Kelola Cadangan 

Beras Pemerintah di Kabupaten Maluku Tengah

PE.11.02/T/S

T-

506/PW25/4/2

022

14/09/2022 27/09/2022

LGIAT-

12.1/PW25/4/202

2

26/09/2022

44 103604 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Peningkatan Akses Permodalan Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Peningkatan Akses 

Permodalan

Juli Agustus Evaluasi atas Program bantuan produktif usaha mikro 

semester II tahun 2021 s.d semester I tahun 2022 pada 

Kabupaten maluku tengah

PE.09.02/T/S

T-

491/PW25/2/2

022

09/09/2022 23/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

284/PW25/2/202

2

26/09/2022

45 103799 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Peningkatan Sarana-Prasarana 

Pendidikan

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Pembangunan Fisik 

Sekolah dan Universitas pada Kementerian 

PUPR

Juli Agustus Reviu atas Peningkatan Sarana prasana Pendidikan 

Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Balai Prasarana 

permukiman Wilayah Maluku

PE.12.02/T/S

T-

396/PW25/2/2

022

09/08/2022 24/08/2022

PE.12.03/T/LHP-

267/PW25/2/202

2

14/09/2022

46 104159 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Penanganan Covid-19-

Pembayaran Klaim RS

Jumlah BUMN dengan pengelolaan 

korporasinya baik

Pengawasan atas pengajuan dan verifikasi 

klaim Covid-19 pada BPJS Kesehatan

Februari Maret Melaksanakan Monitoring atas Penggantian Biaya 

Pelayanan Pasien Covid-19 di Wilayah Provinsi Maluku

ST-

131/PW25/4/2

022

17/03/2022 25/03/2022
PE.11.03/T/LHP-

88/PW25/4/2022
04/04/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Penanganan Covid-19-

Pembayaran Klaim RS

Jumlah BUMN dengan pengelolaan 

korporasinya baik

Pengawasan atas pengajuan dan verifikasi 

klaim Covid-19 pada BPJS Kesehatan

Februari Maret Audit Tujuan Tertentu atas Klaim Penggantian Biaya 

Pelayanan Pasien Covid-19 Periode Semester I tahun 

2022 pada RSUP dr. J. Leimena Ambon

PE.04.02/R/S

T-

392/PW25/4/2

022

08/08/2022 30/08/2022

PE.09.03/T/LHP-

214/PW25/4/202

2

26/08/2022

47 104165 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Tata Kelola Subsidi Pupuk Jumlah BUMN dengan pengelolaan 

korporasinya baik

Pengawasan atas tata kelola subsidi pupuk Juli Agustus Melaksanakan Evaluasi Pengawasan atas Subsidi Pupuk 

Tahun 2021 dan 2022

PE.11.02/T/S

T-

478/PW25/4/2

022

30/08/2022 13/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

278/PW25/4/202

2

23/09/2022

48 104200 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Penempatan Dana Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Pengawasan Penempatan Dana pada BPD Januari Februari Monitoring atas Realisasi dan Penggunaan Dana yang 

Ditempatkan Oleh Pemerintah pada Bank Maluku Malut

ST-

25/PW25/4/20

22

19/01/2022 03/02/2022 LHM-

24/PW25/4/2022

04/02/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Penempatan Dana Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Pengawasan Penempatan Dana pada BPD Januari Februari Reviu atas Penggunaan Dana yang Ditempatkan oleh 

Pemerintah pada Bank Maluku Malut

ST-

69/PW25/4/20

22

16/02/2022 16/03/2022 LR-

74/PW25/4/2022

17/03/2022

49 104899 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Bimtek Manajemen RIsiko 

Penyelenggaran Pemilu dan 

Pilkada Tahun 2024 pada KPU 

dan Bawaslu

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Bimtek Manajemen RIsiko Penyelenggaran 

Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU 

Pemda A

Maret April Melaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko atas 

Akuntabilitas Keuangan Termasuk Fraud 

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada Satuan 

Kerja di Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Maluku

PE.07.02/T/S

T-

419/PW25/2/2

022

18/08/2022 09/09/2022

PE.07.03/T/LHP-

265/PW25/2/202

2

14/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Bimtek Manajemen RIsiko 

Penyelenggaran Pemilu dan 

Pilkada Tahun 2024 pada KPU 

dan Bawaslu

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Bimtek Manajemen RIsiko Penyelenggaran 

Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU 

Pemda A

Maret April Bimbingan Teknis Manajemen Risiko atas Akuntabilitas 

Keuangan Termaksud Fraud Penyelenggaraan Pemilu 

dan Pemilihan pada KPU Kabupaten Kepulauan Aru

PE.07.02/T/S-

438/PW25/2/2

022

24/08/2022 09/09/2022

PE.07.03/T/LHP-

262/PW25/2/202

2

14/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Bimtek Manajemen RIsiko 

Penyelenggaran Pemilu dan 

Pilkada Tahun 2024 pada KPU 

dan Bawaslu

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Bimtek Manajemen RIsiko Penyelenggaran 

Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU 

Pemda A

Maret April Bimbingan Teknis Manajemen Risiko atas Akuntabilitas 

Keuangan Termaksud Fraud Penyelenggaraan Pemilu 

dan Pemilihan pada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat

PE.07.02/T/S-

439/PW25/2/2

022

24/08/2022 09/09/2022

PE.07.03/T/LHP-

264/PW25/2/202

2

14/09/2022

50 104916 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Optimalisasi Pemanfaatan 

KPBU

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan Optimalisasi Pemanfaatan 

KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Februari Maret Evaluasi atas Optimalisasi Pemanfaatan Kerja Sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2022

ST-

53/PW25/2/20

22

08/02/2022 01/03/2022
LEV-

43/PW25/2/2022
01/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Optimalisasi Pemanfaatan 

KPBU

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan Optimalisasi Pemanfaatan 

KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Februari Maret Evaluasi atas Optimalisasi Pemanfaatan Kerja Sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Tahun 2022 

pada Kota Ambon

ST-

54/PW25/2/20

22

08/02/2022 01/03/2022
LEV-

42/PW25/2/2022
01/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Optimalisasi Pemanfaatan 

KPBU

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan Optimalisasi Pemanfaatan 

KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Februari Maret menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Teknis 

Pengawasan Intern Bidang

Pengawasan Instansi Pemerintah

PE.09.04/B/S-

786/PW25/2/2

022

09/05/2022 12/05/2022

LGIAT-

9/PW25/BidwasI

PP/2022

31/05/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Optimalisasi Pemanfaatan 

KPBU

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan Optimalisasi Pemanfaatan 

KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Februari Maret Menghadiri Undangan Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan APP Triwulan I dan II serta Rencana 

Pengawasan Triwulan III dan IV Tahun 2022

PE.09.01/S-

919/PW25/2/2

022

27/05/2022 30/05/2022

LGIAT-

7.2/PW25/Bidwa

sIPP/2022

06/06/2022

51 104919 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Audit Keuangan atas Pinjaman 

dan Bantuan Luar Negeri; 

Evaluasi Pinjaman dan Hibah 

Luar Negeri; 

Verifikasi Disbursement Linked 

Indicators

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Verifikasi Capaian Disbursement Linked 

Indicators (DLI)

Mei Juni Verifikasi atas Capaian Disbursement Link Indikator (DLI) 

Additional Financing for Indonesia Emergency Response 

to Covid-19 Tahun 2022 pada Provinsi Maluku
PE.11.02/T/

ST-

326/PW25/2/2

022

12/07/2022 29/07/2022

PE.12.03/T/

LHP-

202/PW25/2/202

2

08/08/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Audit Keuangan atas Pinjaman 

dan Bantuan Luar Negeri; 

Evaluasi Pinjaman dan Hibah 

Luar Negeri; 

Verifikasi Disbursement Linked 

Indicators

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Verifikasi Capaian Disbursement Linked 

Indicators (DLI)

Mei Juni Melaksanakan Verifikasi atas Disbursement Link Indicator 

(DLI) Indonesia - Supporting Primary health Care Reform 

(I SPHERE) Loan IBRD No. 8873- ID Tahun 2021 pada 

Kabupaten Seram Bagian Timur

PE.02.02/T/S

T-

528/PW25/2/2

022

29/09/2022 14/10/2022

52 104924 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Audit Keuangan atas Pinjaman 

dan Bantuan Luar Negeri; 

Evaluasi Pinjaman dan Hibah 

Luar Negeri; 

Verifikasi Disbursement Linked 

Indicators

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Audit Keuangan atas Pinjaman dan 

Bantuan Luar Negeri

Maret April Audit Keuangan Dukungan atas Laporan Keuangan Third 

Water Supplay and Sanitation for Low Income 

Communities Project (WSLIC-3PAMSIMAS) pada 

Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021

ST-

112/PW25/2/2

022

09/03/2022 31/03/2022
PE.01.03/T/LHP-

96/PW25/2/2022
07/04/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Audit Keuangan atas Pinjaman 

dan Bantuan Luar Negeri; 

Evaluasi Pinjaman dan Hibah 

Luar Negeri; 

Verifikasi Disbursement Linked 

Indicators

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Audit Keuangan atas Pinjaman dan 

Bantuan Luar Negeri

Maret April Audit Keuangan Dukungan atas Laporan Keuangan Third 

Water Supplay and Sanitation for Low Income 

Communities Project (WSLIC-3PAMSIMAS) pada 

Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021

ST-

113/PW25/2/2

022

09/03/2022 31/03/2022

PE.01.03/T/LHP-

109/PW25/2/202

2

22/04/2022
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Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Audit Keuangan atas Pinjaman 

dan Bantuan Luar Negeri; 

Evaluasi Pinjaman dan Hibah 

Luar Negeri; 

Verifikasi Disbursement Linked 

Indicators

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Audit Keuangan atas Pinjaman dan 

Bantuan Luar Negeri

Maret April Audit Keuangan Dukungan atas Laporan Keuangan Third 

Water Supply and Sanitation for Low income Communities 

Project (WSLIC-3PAMSIMAS) ST-

121/PW25/2/2

022

11/03/2022 31/03/2022
PE.01.03/R/LHP-

91/PW25/2/2022
05/04/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Audit Keuangan atas Pinjaman 

dan Bantuan Luar Negeri; 

Evaluasi Pinjaman dan Hibah 

Luar Negeri; 

Verifikasi Disbursement Linked 

Indicators

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Audit Keuangan atas Pinjaman dan 

Bantuan Luar Negeri

Maret April Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh 

(KOTAKU) / National Slum Upgrading Program (NSUP) 

Kegiatan Infarstruktur Skala Lingkungan Kota Ambon 

Tahun Anggaran 2021

PE.02/T/ST-

179/PW25/2/2

022

13/04/2022 27/05/2022

PE.00.03/T/LHP-

127/PW25/2/202

2

08/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Audit Keuangan atas Pinjaman 

dan Bantuan Luar Negeri; 

Evaluasi Pinjaman dan Hibah 

Luar Negeri; 

Verifikasi Disbursement Linked 

Indicators

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Audit Keuangan atas Pinjaman dan 

Bantuan Luar Negeri

Maret April Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Program Kota 

Tanpa Kumuh (KOTAKU) / National Slum Upgrading 

Program (NSUP) Kegiatan Infarstruktur Skala Lingkungan 

Kota Ambon Tahun Anggaran 2021

PE.01.03/T/S

T-

180/PW25/2/2

022

13/04/2022 27/05/2022

PE.01.03/T/LHP-

118/PW25/2/202

2

25/05/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Audit Keuangan atas Pinjaman 

dan Bantuan Luar Negeri; 

Evaluasi Pinjaman dan Hibah 

Luar Negeri; 

Verifikasi Disbursement Linked 

Indicators

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Audit Keuangan atas Pinjaman dan 

Bantuan Luar Negeri

Maret April Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Program Kota 

Tanpa Kumuh (KOTAKU) / National Slum Upgrading 

Program (NSUP) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021
PE.01.03/T/S

T-

181/PW25/2/2

022

13/04/2022 27/05/2022

PE.01.03/T/

LHP-

119/PW25/2/202

2

25/05/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Audit Keuangan atas Pinjaman 

dan Bantuan Luar Negeri; 

Evaluasi Pinjaman dan Hibah 

Luar Negeri; 

Verifikasi Disbursement Linked 

Indicators

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Audit Keuangan atas Pinjaman dan 

Bantuan Luar Negeri

Maret April Koordinasi Penugasan Reviu Tata Kelola Proyek 

Strategis Nasional (PSN) Triwulan II Tahun 2022

PE.09.01/B/S-

998/PW25/2/2

022

08/06/2022 17/06/2022

LGIAT-

11/PW25/Bidwas

IPP/2022

24/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Audit Keuangan atas Pinjaman 

dan Bantuan Luar Negeri; 

Evaluasi Pinjaman dan Hibah 

Luar Negeri; 

Verifikasi Disbursement Linked 

Indicators

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Audit Keuangan atas Pinjaman dan 

Bantuan Luar Negeri

Maret April Menghadiri Undangan Workshop Evaluasi dan 

Rekonsiliasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit BPKP 

Program PAMSIMAS Regional 2 di Bali
PE.09.00/T/S

T-

422/PW25/2/2

022

18/08/2022 27/08/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Audit Keuangan atas Pinjaman 

dan Bantuan Luar Negeri; 

Evaluasi Pinjaman dan Hibah 

Luar Negeri; 

Verifikasi Disbursement Linked 

Indicators

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Audit Keuangan atas Pinjaman dan 

Bantuan Luar Negeri

Maret April Menghadiri Undangan Workshop Evaluasi dan 

Rekonsiliasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit BPKP 

Program PAMSIMAS Regional 2 di Bali
PE.09.00/T/S

T-

423/PW25/2/2

022

18/08/2022 27/08/2022

LGIAT-

18/PW25/Bidwas

IPP/2022

09/09/2022

53 105072 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Pengawasan atas Hambatan 

Kelancaran Pembangunan

Persentase hambatan pelaksanaan 

pembangunan yang diselesaikan

Pengawasan atas Hambatan Kelancaran 

Pembangunan

November Desember Malakukan Penilaian Risiko Hambatan Kelancaran 

Pembangunan Lintas Sektoral

ST-

21/PW25/5/20

22

19/01/2022 01/03/2022
LMR-

47/PW25/5/2022

04/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Pengawasan atas Hambatan 

Kelancaran Pembangunan

Persentase hambatan pelaksanaan 

pembangunan yang diselesaikan

Pengawasan atas Hambatan Kelancaran 

Pembangunan

November Desember Melakukan Penilaian Risiko Hambatan Kelancaran 

Pembangunan Lintas Sektoral 

ST-

22/PW25/5/20

22

19/01/2022 01/03/2022
LMR-

73/PW25/5/2022

15/03/2022

54 105077 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Pengawasan atas akuntabilitas 

keuangan negara/daerah

Jumlah Pemda menindak lanjuti Area 

Of Improvement dari hasil 

pengukuran EPK

Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 

Negara/Daerah

November Desember

55 105227 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Kualitas Pengendalian Intern Jumlah BLUD dengan MRI ? Level 3 Kualitas Pengendalian Intern pada BUMD, 

BLU dan BLUD

Februari Maret Evaluasi Kinerja Perumda Panca Karya Tahun 2021 PE.09.01/T/S

T-

388/PW25/4/2

022

08/08/2022 29/08/2022

PE.09.03/T/LHP-

289/PW25/4/202

2

29-Sep-22

56 105231 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Kualitas Tata Kelola Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Peningkatan Kualitas Tata Kelola BUMD Februari Maret Mengikuti FGD Deputi AN tentang Penguatan Infrastruktur 

pengawasan Intern atas Tata Kelola Mitra Kerja 

bertempat di Pusdiklatwas BPKP, Ciawi-Bogor, Jawa 

Barat

PE.06.02/T/S

T-

189/PW25/4/2

022

20/04/2022 28/04/2022
LGIAT-

08/PW25/4/2022
20/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Kualitas Tata Kelola Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Peningkatan Kualitas Tata Kelola BUMD Februari Maret Melaksanakan Evaluasi Kinerja PDAM Kota Ambon 

Tahun Buku 2021

PE.09.01/B/S

T-

220/PW25/4/2

022

20/05/2022 10/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

141/PW25/4/202

2

15/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Kualitas Tata Kelola Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Peningkatan Kualitas Tata Kelola BUMD Februari Maret Melaksanakan Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Maluku 

Barat Daya Tahun Buku 2021

PE.09.01/B/S

T-

221/PW25/4/2

022

20/05/2022 14/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

142/PW25/4/202

2

15/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Kualitas Tata Kelola Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Peningkatan Kualitas Tata Kelola BUMD Februari Maret Melaksanakan Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Maluku 

Tengah Tahun Buku 2021

PE.09.01/B/S

T-

222/PW25/4/2

022

20/05/2022 14/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

163/PW25/4/202

2

06/07/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Kualitas Tata Kelola Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Peningkatan Kualitas Tata Kelola BUMD Februari Maret Melaksanakan Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Buru 

Tahun Buku 2021

PE.09.01/B/S

T-

224/PW25/4/2

022

20/05/2022 14/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

170/PW25/4/202

2

06/07/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Kualitas Tata Kelola Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Peningkatan Kualitas Tata Kelola BUMD Februari Maret Melaksanakan Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten 

Kepulauan Tanimbar Tahun Buku 2021

PE.09.01/B/S

T-

265/PW25/4/2

022

07/06/2022 24/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

169/PW25/4/202

2

06/07/2022
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Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Kualitas Tata Kelola Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Peningkatan Kualitas Tata Kelola BUMD Februari Maret Melaksanakan Evaluasi Kinerja PDAM Gwar Gwarmar 

Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Buku 2021

PE.09.01/B/S

T-

266/PW25/4/2

022

07/06/2022 27/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

167/PW25/4/202

2

06/07/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Kualitas Tata Kelola Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Peningkatan Kualitas Tata Kelola BUMD Februari Maret Melaksanakan Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Maluku 

Tenggara Tahun Buku 2021

PE.09.01/B/S

T-

267/PW25/4/2

022

07/06/2022 28/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

168/PW25/4/202

2

06/07/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Kualitas Tata Kelola Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Peningkatan Kualitas Tata Kelola BUMD Februari Maret Evaluasi Kinerja PDAM Kota Tual Tahun Buku 2021 PE.09.01/B/S

T-

268/PW25/4/2

022

07/06/2022 28/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

177/PW25/3/202

2

08/07/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Kualitas Tata Kelola Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Peningkatan Kualitas Tata Kelola BUMD Februari Maret Focus Group Discussion (FGD) Deputi Bidang Akuntan 

Negara dengan tema Kolaborasi Percepatan Pelaksanaan 

APP Pengawasan Intern Akuntabilitas Badan Usaha 

PE.06.02/T/S

T-

338/PW25/4/2

022

19/07/2022 29/07/2022
LGIAT-

12/PW25/4/2022
10/08/2022

57 105235 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Kontribusi atas Pembangunan 

Nasional

Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Pengawasan atas aspek GRC pada aksi 

korporasi di lingkungan BUMD

September Oktober Melaksanakan Evaluasi Kualitas Governance, Risk, dan 

Compliance (GRC) dan Kinerja PT. Bank maluku Maluku 

Utara terhadap kontribusi pembangunan daerah

PE.09.01/B/S

T-

263/PW25/4/2

022

07/06/2022 27/06/2022

PE.09.03/LHP-

182/PW25/4/202

2

11/07/2022

58 105745 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Optimalisasi PAD Nilai optimalisasi penerimaan daerah 

yang terealisasi

Pelaksanaan Evaluasi OPAD Pada pemda 

( minimal 2 PP)

Agustus September Melaksanakan Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli 

Daerah (OPAD) Tahun 2021 sampai dengan April Tahun 

2022 pada Kabupaten Buru Selatan

PE.09.01/T/S

T-

271/PW25/3/2

022

09/06/2022 30/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

172/PW25/3/202

3

06/07/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Optimalisasi PAD Nilai optimalisasi penerimaan daerah 

yang terealisasi

Pelaksanaan Evaluasi OPAD Pada pemda 

( minimal 2 PP)

Agustus September Melaksanakan Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli 

Daerah (OPAD) Tahun 2021 sampai dengan April Tahun 

2022 pada Kabupaten Buru 

PE.09.01/T/S

T-

272/PW25/3/2

022

09/06/2022 30/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

173/PW25/3/202

2

06/07/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Optimalisasi PAD Nilai optimalisasi penerimaan daerah 

yang terealisasi

Pelaksanaan Evaluasi OPAD Pada pemda 

( minimal 2 PP)

Agustus September Monitoring Hasil Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 

(OPAD) Pada Pemerintah Kota Ambon, Kota Tual, 

Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, dan 

Kabupaten Buru Selatan

PE.11.01/T/S

T-

346/PW25/3/2

022

25/07/2022 05/08/2022

LGIAT-

23/PW25/Bidwas

.APD/2022

10-Aug-22

59 105751 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Peningkatan Akuntabilitas 

Keuangan dan Kinerja Daerah

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah

Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan 

Kinerja Pemerintah Daerah

April Mei Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kinerja 

Pemerintah Daerh pada Pemerintah Kabupaten Seram 

Bagian barat

PE.07.01/B/S

T-

176/PW25/3/2

022

12/04/2022 22/04/2022

PE.07.03/T/LHP-

113/PW25/3/202

2

28/04/2022

60 105761 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Peningkatan Akuntabilitas 

Keuangan dan Kinerja Daerah

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah

Konsultansi  Peningkatan Kualitas Opini 

LKPD

Februari Maret Bimbingan Teknis Reviu atas LKPD Berbasis Akrual ST-

79/PW25/3/20

22

21/02/2022 14/03/2022
LBA-

70/PW25/3/2022
15/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Peningkatan Akuntabilitas 

Keuangan dan Kinerja Daerah

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah

Konsultansi  Peningkatan Kualitas Opini 

LKPD

Februari Maret Melaksanakan Kegiatan Konsultasi Penyusunan Rencana 

Aksi Peningkatan Kualitas Opini Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten 

Seram Bagian Timur

PE.08.02/T/S

T-

308/PW25/3/2

022

30/06/2022 15/07/2022

PE.01.03/T/LHP-

190/PW25/3/202

2

09/08/2022

61 105763 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Peningkatan Akuntabilitas 

Keuangan dan Kinerja Daerah

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah

Konsultansi Penyusunan Rencana Aksi 

Peningkatan Kualitas Opini LKPD

April Mei Melakukan Kegiatan Konsultansi Penyusunan Rencana 

Aksi Peningkatan Kualitas Opini LKPD pada Pemerintah 

Kabupaten Seram Bagian Timur

PE.08.02/T/S

T-

308/PW25/3/2

022

30/06/2022 15/07/2022

PE.01.03/T/LHP-

190/PW25/3/202

2

09/08/2022

62 105769 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Peningkatan Akuntabilitas 

Keuangan dan Kinerja Daerah

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah

Konsultansi Implementasi SIMDA-NG 

(FMIS)/CACM Pemda A

Desember Desember Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi Financial 

Management Infomation System (FMIS) Kepada 

Pemerintah Kabupaten Buru

ST-

71/PW25/3/20

22

21/02/2022 26/02/2022
LLWAS-

59/PW25/3/2022
11/03/2022

63 105771 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Peningkatan Akuntabilitas 

Keuangan dan Kinerja Daerah

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah

Konsultansi Implementasi SIMDA-NG 

(FMIS)/CACM Pemda B

Desember Desember melaksanakan Bimbingan Teknis Aplikasi FMIS pada 

BPKAD Provinsi Maluku

ST-

150/PW25/3/2

022

29/03/2022 04/04/2022
PE.07.03/T/LHP-

93/PW25/3/2022
06/04/2022

64 105784 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Peningkatan Akuntabilitas Aset 

Daerah

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah

Pengawasan Aset strategis Pemda April Mei Evaluasi atas Aset Strategis Daerah pada Pemerintah 

Provinsi Maluku

PE.09.02/T/S

T-

345/PW25/3/2

022

22/07/2022 05/08/2022

PE.09.03/T/LHP-

204/PW25/3/202

2

09-Aug-22

65 105786 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Peningkatan Akuntabilitas 

Keuangan dan Kinerja Daerah

Jumlah APIP yang 

Mengimplementasikan Siswaskeudes

Bimtek Peningkatan Kinerja Pemerintah 

Daerah Pada Pemda

Maret April Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pada 

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

ST-

132/PW25/3/2

022

17/03/2022 30/03/2022
LHP-

85/PW25/3/2022
31/03/2022

66 105790 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pengawasan Sisa Bos Tahun 

2011 dan 2019 pada Pemerintah 

Daerah

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah

Reviu Sisa Bos Tahun 2011 dan 2019 

pada Pemerintah Daerah

Februari Maret Reviu Sisa Dana Bantuan Operasuonal Sekolah (BOS) 

Tahun Anggaran 2011 pada Provinsi Maluku 

ST-

46/PW25/3/20

22

07/02/2022 18/02/2022
LHR-

45/PW25/3/2022
04/03/2022

67 105812 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Pembangunan Infrastruktur 

Pelabuhan

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas pembangunan 

infrastruktur pelabuhan pada Satker 

Kementerian Perhubungan di Provinsi 

Maluku

Oktober November

68 105824 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Reviu Tata Kelola Proyek 

Strategis Nasional (PSN)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Reviu Tata Kelola PSN Periode Triwulan 

IV 2021 atas Pembangunan Bendungan 

Way Apu

Belum 

Ditentukan

Belum 

Ditentukan

Riviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) 

Bendungan Way APU Triwulan II Tahun 2022

PE.12.01/T/S

T-

285/PW25/2/2

022

23/06/2022 01/07/2022

PE.09.03/T/LR-

165/PW25/2/202

2

06/07/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Reviu Tata Kelola Proyek 

Strategis Nasional (PSN)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Reviu Tata Kelola PSN Periode Triwulan 

IV 2021 atas Pembangunan Bendungan 

Way Apu

Belum 

Ditentukan

Belum 

Ditentukan

Reviu Tata Kelola Proyek Strategus Nasional (PSN) 

Bendungan Way Apu Triwulan III Tahun 2022

PE.12.01/B/S

T-

481/PW25/2/2

022

01/09/2022 09/09/2022

LGIAT-

16/PW25/Bidwas

IPP/2022
09/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Reviu Tata Kelola Proyek 

Strategis Nasional (PSN)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Reviu Tata Kelola PSN Periode Triwulan 

IV 2021 atas Pembangunan Bendungan 

Way Apu

Belum 

Ditentukan

Belum 

Ditentukan

Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) 

Ambon New Port Triwulan III Tahun 2022 pada Provinsi 

Maluku

PE.12.01/B/S

T-

482/PW25/2/2

022

01/09/2022 09/09/2022

LGIAT-

17/PW25/Bidwas

IPP/2022
09/09/2022

69 105827 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Reviu Tata Kelola Proyek 

Strategis Nasional (PSN)

Jumlah Proyek Strategis Nasional 

yang tercapai sesuai target

Reviu Tata Kelola PSN Periode Triwulan 

IV Tahun 2021 Reforma Agraria

Oktober November

70 105828 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Reviu Tata Kelola Proyek 

Strategis Nasional (PSN)

Jumlah Proyek Strategis Nasional 

yang tercapai sesuai target

Reviu Tata Kelola PSN Periode Triwulan 

IV Tahun 2021 atas Pembangunan 

Pelabuhan Ambon Baru /New Ambon

Oktober November Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) 

Ambon New Port Triwulan II Tahun 2022 pada Provinsi 

Maluku

PE.12.01/T/S

T-

274/PW25/2/2

022

13/06/2022 17/06/2022

PE.12.03/T/

LHP-

153/PW25/2/202

2

22/06/2022

71 105834 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Infrastruktur SPAM Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Reviu Tata Kelola SPAM Pada Badan 

Usaha Jasa Air

April Mei
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72 105845 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penanganan Covid-19-

Pembayaran Klaim RS

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan Penanganan Covid-19-

Pembayaran Klaim Rumah Sakit

Mei Juni Melaksanakan Audit Tujuan Tertentu atas Klaim 

Pengganti Biaya Pasien COVID-19 Periode Triwulan 3 

Tahun 2022 pada RSUD Dr. M. Haulussy

PE.04.02/T/S

T-

363/PW25/2/2

022

02/08/2022 25/08/2022

PE.04.03/R/LHP-

215/PW25/2/202

2

26/08/2022

73 105848 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Reformasi Sistem Kesehatan-

Layanan Primer

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Reformasi Sistem 

Kesehatan - Layanan Primer Provinsi 

Maluku

Oktober November

74 105851 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Reformasi Sistem Kesehatan-

Layanan Rujukan

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Reformasi Sistem 

Kesehatan - Layanan Rujukan

November Desember

75 105856 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Reformasi Sistem Kesehatan-

Kualitas dan Redistribusi 

Tenaga Kesehatan

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Reformasi Sistem 

Kesehatan - Kualitas dan Redistribusi 

Tenaga Kesehatan

Oktober November

76 105858 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Peningkatan Tata Kelola Data 

Terpadu Penerima Manfaat 

Bantuan Pemerintah (DTKS dan 

Basis Data Terkait Lainnya)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Peningkatan Tata Kelola 

Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan 

Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait 

Lainnya)

Februari Maret Evaluasi atas Tata Kelola Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial (DTKS) Tahun 2022 pada Kabupaten Maluku 

Tengah

ST-

109/PW25/2/2

022

09/03/2022 18/03/2022
LHE-

76/PW25/2/2022
18/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Peningkatan Tata Kelola Data 

Terpadu Penerima Manfaat 

Bantuan Pemerintah (DTKS dan 

Basis Data Terkait Lainnya)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Peningkatan Tata Kelola 

Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan 

Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait 

Lainnya)

Februari Maret Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Deputi Bidang PIP 

Bidang Polhukam PMK Semester II Tahun 2022 PE.09.02/B/S-

1432/PW25/2/

2022

16/08/2022 22/08/2022

LGIAT-

19/PW25/Bidwas

IPP/2022

12/09/2022

77 105873 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

PKH Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Penurunan Beban 

Pengeluaran - PKH

Juli Agustus

78 105876 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Kartu Sembako Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Penurunan Beban Pengeluaran - Kartu 

Sembako

Juli Agustus Melaksanakan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial BLT-

BBM Kepada KPM PKH dan Sembako di Kabupaten 

Seram Bagian Timur Tahun 2022

PE.09.02/T/S

T-

516/PW25/2/2

022

23/09/2022 01/10/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Kartu Sembako Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Penurunan Beban Pengeluaran - Kartu 

Sembako

Juli Agustus Melaksanakan Evaluasi Implementasi Strategi Penurunan 

Beban Pengeluaran dalam Rangka Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Seram Bagian Timur 

Tahun 2022

PE.09.02/T/S

T-

517/PW25/2/2

022

23/09/2022 01/10/2022

79 105877 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Kartu Indonesia Sehat Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Penurunan Beban Pengeluaran - Kartu 

Indonesia Sehat

Juli Agustus

80 105883 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Peningkatan Akses Permodalan Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Peningkatan 

Pendapatan - Peningkatan Akses 

Permodalan

Juli Agustus Evaluasi atas Program bantuan produktif usaha mikro 

semester II tahun 2021 s.d semester I tahun 2022 pada 

kota Tual

PE.09.02/T/S

T-

490/PW25/2/2

022

09/09/2022 23/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

282/PW25/2/202

2

23/09/2022

81 105884 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Peningkatan Aset Produktif Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Peningkatan 

Pendapatan - Peningkatan Aset Produktif

Juli Agustus Evaluasi atas Progaram pengelolaan perikanan dan 

kelautan dan program nilai tambahan dan daya saing 

industri tahun 2021 s.d smester I tahun 2022 pada 

Kabupaten Maluku tengah 

PE.09.02/T/S

T-

492/PW25/2/2

022

09/09/2022 23/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

283/PW25/2/202

2

23/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Peningkatan Aset Produktif Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Peningkatan 

Pendapatan - Peningkatan Aset Produktif

Juli Agustus Melaksanakan Evaluasi atas Program Pekarangan Lestari 

Tahun 2022 pada Kabupaten Maluku Tengah

PE.09.02/T/S

T-

498/PW25/2/2

022

12/09/2022 23/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

281/PW25/2/202

2

23/09/2022

82 105888 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Pengawasan terhadap Program 

for Result untuk Disbursement 

Linked Indicators (DLI) Program 

Reformasi Bantuan Sosial

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas DLI Program Reformasi 

Bantuan Sosial

Maret April Monitoring Atas Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial 

PKH dan Program Sembako Periode Januari-Maret 

Tahun 2022 di Provinsi Maluku

ST-

81/PW25/2/20

22

23/02/2022 09/03/2022
LHM-

53/PW25/2/2022
09/03/2022

83 105893 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penanggulangan Bencana Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program 

Penanggulangan Bencana

September Oktober

84 105898 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penggunaan Dana Siap Pakai 

(DSP)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Penggunaan Dana Siap 

Pakai (DSP)

September Oktober

85 105906 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

P3DN (fokus pada industri 

Kesehatan, Industri Energi, 

Industri Jasa Konstruksi dan 10 

K/L dengan anggaran terbesar)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas P3DN pada Dinas 

Pendidikan Kab/Kota/Provinsi A (Evaluasi)

April Mei Melaksanakan Reviu Pelaksanaan Peningkatan 

Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) pada 

Politeknik Negeri Ambon

PE.12.03/B/S

T-

217/PW25/3/2

022

19/05/2022 27/05/2022

PE.12.03/T/LHP-

122/PW25/2/202

2

31/05/2022

86 105907 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Evaluasi pada Perguruan Tinggi Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Evaluasi pada Perguruan Tinggi Oktober November

87 105912 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Evaluasi pada Direktorat 

Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Evaluasi pada Direktorat Jenderal Guru 

dan Tenaga Kependidikan

September Oktober Reviu atas Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara 

Daerah ASND) Tahun Ajaran 2021/2022 Pada Kota 

Ambon

PE.12.02/T/S

T-

470/PW25/2/2

022

26/08/2022 14/09/2022

PE.12.03/T/LHP-

263/PW25/2/202

2

14/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Evaluasi pada Direktorat 

Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Evaluasi pada Direktorat Jenderal Guru 

dan Tenaga Kependidikan

September Oktober Reviu atas Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara 

Daerah (ASND) Tahun Ajaran 2021/2022 pada Provinsi 

Maluku

PE.12.02/T/ 

ST-

471/PW25/2/2

022

26/08/2022 16/09/2022

88 105942 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penanganan Covid-19-Vaksinasi Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Vaksinasi Januari Februari Monitoring Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Dosis-2 

dan Booster dalam rangka penanggulangan pandemi c-19 

tahun 2022 di wilayah kota ambon

ST-

80/PW25/2/20

22

22/02/2022 04/03/2022
LHM-

52/PW25/2/2022
07/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penanganan Covid-19-Vaksinasi Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Vaksinasi Januari Februari Kompilasi Hasil Pengawasan Percepatan Pelaksanaan 

Vaksin Dosis 2 dan Booster dalam rangka 

penanggulangan Pandemi Covid 19

ST-

107/PW25/2/2

022

07/03/2022 18/03/2022
LHM-

77/PW25/2/2022
18/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penanganan Covid-19-Vaksinasi Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Vaksinasi Januari Februari Koordinasi Pelaksanaan Monitoring Vaksinasi Tahap V di 

Kabupaten Maluku Tengah

ST-

128/PW25/2/2

022

17/03/2022 30/03/2022
LGIAT-

4/PW25/2/2022
04/04/2022
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Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penanganan Covid-19-Vaksinasi Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Vaksinasi Januari Februari Melaksanakan Kompilasi Hasil Pengawasan Program 

Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi 

Corona Virus Diseases (COVID-19) Triwulan II Tahun 

2022 se-Provinsi Maluku

PE.10.01/T/S

T-

299/PW25/2/2

022

27/06/2022 08/07/2022

PE.10.02/LHP-

187/PW25/2/202

2

18/07/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penanganan Covid-19-Vaksinasi Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Vaksinasi Januari Februari Monitoring Pelaksana Vaksinasi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) Tahun 2022 di Provinsi Maluku

PE.11.01/T/S

T-

273/PW25/2/2

022

13/06/2022 24/06/2022

PE.04.03/T/

LHP-

175/PW25/2/202

2

07/07/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penanganan Covid-19-Vaksinasi Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Vaksinasi Januari Februari Monitoring Pengelolaan Vaksin Covid-19 Rusak dan/atau 

Kadaluarsa Tahun 2022 di Provinsi Maluku

PE.11.02/T/S

T-

448/PW25/2/2

022

26/08/2022 20/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penanganan Covid-19-Vaksinasi Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Vaksinasi Januari Februari Mengikuti Kegiatan Rapat Kerja BPKP Tahun 2022 TU.00/T/ST-

393/PW25/1/2

022

08/08/2022 12/08/2022

LGIAT-

31/PW25/TU.3/2

022

19/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penanganan Covid-19-Vaksinasi Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Vaksinasi Januari Februari Melaksanakan monitoring PelaksanaanVaksinasi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid 19) sampai dengan triwulan III 

Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

PE.11.02/T/S

T-

503/PW25/2/2

022

13/09/2022 20/09/2022

89 105948 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Implementasi Bansos APBN 

(PKH, Kartu Sembako, Kartu 

Prakerja)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu 

Sembako, Kartu Prakerja)

Juni Juli Melaksanakan Evalusais atas Penyaluran Bantuan Sosial 

Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai Tahap II 

Tahun 2022 pada Kabupaten Seram Bagian barat

PE.09.01/T/S

T-

270/PW25/2/2

022

08/06/2022 20/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

150/PW25/2/202

2

20/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Implementasi Bansos APBN 

(PKH, Kartu Sembako, Kartu 

Prakerja)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu 

Sembako, Kartu Prakerja)

Juni Juli Studi Pelaksanaan Pengawasan Bantuan Sosial pada 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

PE.12.03/T/S

T-

320/PW25/2/2

022

07/07/2022 17/07/2022
LGIAT-15/Bidwas 

IPP/2022
18/07/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Implementasi Bansos APBN 

(PKH, Kartu Sembako, Kartu 

Prakerja)

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu 

Sembako, Kartu Prakerja)

Juni Juli Monitoring Harian Minyak Goreng Curah dan Minyak 

Goreng Kemasan Merek Minyakita di Provinsi Maluku

PE.11.01/T/S

T-

360/PW25/2/2

022

02/08/2022 09/08/2022

PE.11.03/T/LHP-

211/PW25/2/202

2

24/08/2022

90 106022 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pengawasan Revitalisasi Pasar 

Mardika Dalam Rangka 

Pemulihan Ekonomi Masyarakat 

Kota Ambon dan sekitarnya

Tersedianya Rekomendasi Strategis 

(Policy Brief ) kepada K/L Regulator

Peningkatan Produktivitas Tanaman 

Rempah (Pala dan Cengkih)

Juli Agustus Penyusunan Panduan Teknis Pengawasan Revitalisasi 

Pasar Mardika dalam rangka Pemulihan Ekonomi 

Masyarakat Kota Ambon dan Sekitarnya

ST-

41/PW25/3/20

22

03/02/2022 18/02/2022

LGIAT-

8/PW25/Bidwas.

APD/2022

18/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pengawasan Revitalisasi Pasar 

Mardika Dalam Rangka 

Pemulihan Ekonomi Masyarakat 

Kota Ambon dan sekitarnya

Tersedianya Rekomendasi Strategis 

(Policy Brief ) kepada K/L Regulator

Peningkatan Produktivitas Tanaman 

Rempah (Pala dan Cengkih)

Juli Agustus Penyusunan Panduan Teknis Pengawasan Peningkatan 

Produktivitas Tanaman Rempah (Pala dan Cengkih)
PE.08.00/B/S

T-

156/PW25/3/2

022

01/04/2022 10/04/2022

HK.01./T/KEP-

120/PW25/3/202

2

09/05/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pengawasan Revitalisasi Pasar 

Mardika Dalam Rangka 

Pemulihan Ekonomi Masyarakat 

Kota Ambon dan sekitarnya

Tersedianya Rekomendasi Strategis 

(Policy Brief ) kepada K/L Regulator

Peningkatan Produktivitas Tanaman 

Rempah (Pala dan Cengkih)

Juli Agustus Melaksanakan Evaluasi Program Peningkatan Produk 

Tanaman ( Pala dan Cengkih) untuk meningkatkan 

Ekonomi masyarakat Maluku

PE.09.01/T/S

T-

207/PW25/3/2

022

09/05/2022 02/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

132/PW25/2/202

2

13/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pengawasan Revitalisasi Pasar 

Mardika Dalam Rangka 

Pemulihan Ekonomi Masyarakat 

Kota Ambon dan sekitarnya

Tersedianya Rekomendasi Strategis 

(Policy Brief ) kepada K/L Regulator

Peningkatan Produktivitas Tanaman 

Rempah (Pala dan Cengkih)

Juli Agustus Evaluasi Lanjtuan Program Peningkatan Produksi 

Tanaman Rempah (pala dan cengkeh) untuk 

Meningkatkan Ekonomi masyarakat Maluku

PE.09.02/T/S

T-

359/PW25/3/2

022

01/08/2022 12/08/2022

LGIAT-

24/PW25/Bidwas

.APD/2022

22/08/2022

91 106094 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Penanganan Covid-19-PBJ (Alat 

Testing/Tracing, Almatkes, Obat 

dan Faskes)

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah

Audit Tujuan Tertentu PBJ Penanganan 

Covid-19 pada Pemda

Februari Maret Audit tujuan tertentu pengadaan barang dan jasa bidang 

kesehatan dalam rangka penanganan covid-19 yang 

bersumber APBD pada Pemerintah Kota Ambon Tahun 

Anggaran 2022

ST-

126/PW25/3/2

022

14/03/2022 22/03/2022
LHP-

81/PW25/3/2022
25/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Penanganan Covid-19-PBJ (Alat 

Testing/Tracing, Almatkes, Obat 

dan Faskes)

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah

Audit Tujuan Tertentu PBJ Penanganan 

Covid-19 pada Pemda

Februari Maret Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa 

Bidang Kesehatan dalam Rangka Penanganan Covid-19 

yang bersumber APBD pada Pemerintah Kota Ambon 

Tahun Anggaran 2022

PE.04.01/T/S

T-

241/PW25/3/2

022

30/05/2022 16/06/2022

PE.04.03/T/LHP-

133/PW25/2/202

2

13/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Penanganan Covid-19-PBJ (Alat 

Testing/Tracing, Almatkes, Obat 

dan Faskes)

Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah

Audit Tujuan Tertentu PBJ Penanganan 

Covid-19 pada Pemda

Februari Maret Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa 

Bidang Kesehatan dalamn Rangka Penanganan COVI-19 

yang Bersumber APBD pada Pemerintah Kabupaten Buru 

Selatan Tahun Anggaran 2022

PE.04.02/T/S

T-

469/PW25/3/2

022

26/08/2022 09/09/2022

92 106095 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Kemudahan Perizinan (OSS) Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah

Evaluasi Implementasi Perizinan Berusaha 

(OSS) di Daerah

April Mei Melaksanakan Evaluasi atas Penyelenggaraan 

Kemudahan Perizinan Berusaha/Online Single 

Submission pada Kabupaten Buru

PE.09.02/T/S

T-

252/PW25/3/2

022

02-Jun-22 15/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

136/PW25/3/202

2

14/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Kemudahan Perizinan (OSS) Persentase Pemda yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah

Evaluasi Implementasi Perizinan Berusaha 

(OSS) di Daerah

April Mei Evaluasi atas Penyelenggaraan Kemudahan Perizinan 

Berusaha/Online Single Submission pada Provinsi Maluku

PE.09.02/B/S

T-

255/PW25/3/2

022

03-Jun-22 15/06/2022

PE.09.03/T/LHP-

139/PW25/3/202

2

15/06/2022

93 106401 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Fasilitas Kredit Pemerintah 

untuk UMKM (Non KUR dan 

subsidi bunga/subsidi margin 

Non KUR)

Jumlah BUMN dengan pengelolaan 

korporasinya baik

Pengawasan atas Fasilitas Kredit 

Pemerintah untuk UMKM Non KUR atau 

Kredit Lainnya

Maret April

94 106422 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Perencanaan, Analisis, Evaluasi 

dan Pelaporan Pengawasan

Persentase APIP kab/kota dengan 

Kapabilitas APIP ? Level 3

Koordinasi, perencanaan, evaluasi, 

pelaporan, dan tindak lanjut hasil 

pelaporan

Maret April Penyusunan Laporan Monitoring RKT sampai dengan 

Triwulan I tahun 2022 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku 

ST-

138/PW25/6/2

022

21/03/2022 06/04/2022
LGIAT-

09/P3A/2022
06/04/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Perencanaan, Analisis, Evaluasi 

dan Pelaporan Pengawasan

Persentase APIP kab/kota dengan 

Kapabilitas APIP ? Level 3

Koordinasi, perencanaan, evaluasi, 

pelaporan, dan tindak lanjut hasil 

pelaporan

Maret April Koordinasi Perencanaan Pengawasan Pembinaan JFA 

Tahun 2022

DL.04.00/B/S

T-

190/PW25/6/2

022

21/04/2022 28/04/2022
LGIAT-

14/PW25/6/2022
19/05/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP

Perencanaan, Analisis, Evaluasi 

dan Pelaporan Pengawasan

Persentase APIP kab/kota dengan 

Kapabilitas APIP ? Level 3

Koordinasi, perencanaan, evaluasi, 

pelaporan, dan tindak lanjut hasil 

pelaporan

Maret April Koordinasi terkait penyusunan laporan PP39 sehubungan 

dengan aplikasi e~monev tahun 2022 pada Biro MKOT 

BPKP di Jakarta

OT.00/T/ST-

192/PW25/6/2

022

22/04/2022 28/04/2022
LGIAT-

12/PW25/6/2022
18/05/2022



Lampiran 7

Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor Laporan Tgl. Laporan
No. PKPT ID BIDWAS TOPIK IKK

RealisasiRencana

95 106476 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Kebijakan Peningkatan Kualitas 

Pendidikan Nasional

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Kebijakan Peningkatan 

Kualitas Pendidikan

Mei Juni Evaluasi Penguatan Pendidikan Jenjang SMA/SMK di 

Provinsi Maluku

PE.09.01/T/S

T-

277/PW25/2/2

022

14/06/2022 23/06/2022

PE.09.03/T/

LHP-

158/PW25/2/202

2

30/06/2022

96 106576 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Bantuan Tunai bagi Pedagang 

Kaki Lima, Warung, dan 

Nelayan

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Bantuan Tunai 

bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan 

Nelayan Tahun 2022 (Monitoring 1 ST dan 

Reviu 2 ST)

Februari Maret Monitoring Percepatan Penyaluran Bantuan Tunai 

Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan Tahun 2022 

pada Provinsi Maluku

ST-

83/PW25/2/20

22

23/02/2022 04/03/2022
LHM-

51/PW25/2/2022
07/03/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Bantuan Tunai bagi Pedagang 

Kaki Lima, Warung, dan 

Nelayan

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Bantuan Tunai 

bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan 

Nelayan Tahun 2022 (Monitoring 1 ST dan 

Reviu 2 ST)

Februari Maret Reviu Program Bantuan Tunai bagi Pedagang kaki lima, 

Warung dan Nelayan (BTPKLWN), dan Monitoring 

Progress Bantuan Tunai Pangan (BLT Minyak Goreng) 

oleh TNI, serta Monitoring Persediaan Obat Bhakti TNI 

pada Provinsi Maluku

PE.12.03/B/S

T-

225/PW25/2/2

022

20/05/2022 10/06/2022

PE.12.03/T/S-

1033/PW25/2/20

22

22/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Bantuan Tunai bagi Pedagang 

Kaki Lima, Warung, dan 

Nelayan

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Program Bantuan Tunai 

bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan 

Nelayan Tahun 2022 (Monitoring 1 ST dan 

Reviu 2 ST)

Februari Maret Reviu Program Bantuan Tunai bagi Pedagang kaki lima, 

Warung dan Nelayan (BTPKLWN), dan Monitoring 

Progress Bantuan Tunai Pangan (BLT Minyak Goreng) 

oleh Polri pada Provinsi Maluku

PE.12.03/B/S

T-

226/PW25/2/2

022

20/05/2022 10/06/2022

PE.11.03/T/S-

1019/PW25/2/20

22

16/06/2022

97 106689 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pengelolaan Keuangan dan 

Pembangunan Desa

Persentase desa yang Menyusun 

laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa

Workshop / Bimbingan Teknis Keuangan 

dan Pembangunan Desa

Maret April Menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan 

Keuangan dan Pembangunan Desa pada Seram Bagian 

Barat

PE.07.01/B/S

T-

198/PW25/3/2

022

10/05/2022 11/05/2022

LGIAT-

15/PW25/Bidawa

s.APD/2022

31/05/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pengelolaan Keuangan dan 

Pembangunan Desa

Persentase desa yang Menyusun 

laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa

Workshop / Bimbingan Teknis Keuangan 

dan Pembangunan Desa

Maret April Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan 

Pembangunan Desa

PE.07.01/B/S

T-

197/PW25/3/2

022

27/04/2022 13/05/2022

PE.07.02/B/S-

116/PW25/3/202

2

17/05/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pengelolaan Keuangan dan 

Pembangunan Desa

Persentase desa yang Menyusun 

laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa

Workshop / Bimbingan Teknis Keuangan 

dan Pembangunan Desa

Maret April Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Workshop Evaluasi 

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada 

Kabupaten Seram Bagian barat

PE.07.01/B/S

T-

177/PW25/3/2

022

12/04/2022 20/04/2022

LGIAT-

14/PW25/Bidawa

s.APD/2022

22/04/2022

98 106867 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Stunting Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Stunting di Desa Agustus September Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 

pada Pemerintah Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat

PE.09.02/T/S

T-

398/PW25/2/2

022

09/08/2022 31/08/2022

PE.09.03/T/LHP-

228/PW25/3/202

2

05/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Stunting Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Stunting di Desa Agustus September Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 

pada Pemerintah Desa di Kabupaten Buru Selatan

PE.09.02/T/S

T-

404/PW25/3/2

022

09/08/2022 31/08/2022

PE.09.03/T/LHP-

229/PW25/3/202

2

05/09/2022

99 106868 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pengembangan Kewirausahaan, 

Kemitraan dan Keperantaraan

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Pengembangan 

Kewirausahaan, Kemitraan dan 

Keperantaraan

Agustus September Evaluasi atas pengembangan kewirahusaan, kemitraan 

dan keperataraan pada pemerintah desa kabupaten buru 

selatan

PE.09.02/T/S

T-

402/PW25/3/2

022

09/08/2022 31/08/2022

PE.09.03/T/LHP-

233/PW25/3/202

2

07/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Pengembangan Kewirausahaan, 

Kemitraan dan Keperantaraan

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Pengembangan 

Kewirausahaan, Kemitraan dan 

Keperantaraan

Agustus September Evaluasi Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan, dan 

Keperantaraan pada pemerintah Desa kabupaten seram 

bagian barat

PE.09.02/T/S

T-

406/PW25/3/2

022

09/08/2022 31/08/2022

PE.09.03/T/LHP-

212/PW25/3/202

2

14/09/2022

100 106869 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Optimalisasi Program Padat 

Karya

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Optimalisasi Program 

Padat Karya di Desa

Agustus September Reviu atas Kegiatan Padat Karya Tunai Desa Tahun 

2022 pada Pemerintah Desa di Kabupaten Buru Selatan

PE.12.02/T/S

T-

400/PW25/3/2

022

09/08/2022 31/08/2022

PE.12.03/T/LHP-

232/PW25/3/202

2

05/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Optimalisasi Program Padat 

Karya

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Optimalisasi Program 

Padat Karya di Desa

Agustus September Reviu atas Kegiatan Padat Karya Tunai Desa Tahun 

2022 pada Pemerintah Desa di Kabupaten Seram Bagian 

Barat

PE.12.02/T/S

T-

405/PW25/3/2

022

09/08/2022 31/08/2022

PE.12.03/T/LHP-

213/PW25/3/202

2

26/08/2022

101 106874 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

Reformasi Sistem Kesehatan-

Layanan Primer

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Reformasi Sistem 

Kesehatan - Layanan Primer

Oktober November

102 107069 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

P3DN Pemerintah Daerah Jumlah PP yang Tercapai Sesuai 

Target

Pengawasan P3DN Daerah April Mei Melaksanakan Reviu Pelaksanaan Peningkatan 

Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) pada 

Pemerintahan Provinsi Maluku

PE.12.03/B/S

T-

215/PW25/3/2

022

18/05/2022 31/05/2022

PE.12.03/T/LHP-

123/PW25/3/202

2

31/05/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

P3DN Pemerintah Daerah Jumlah PP yang Tercapai Sesuai 

Target

Pengawasan P3DN Daerah April Mei Melaksanakan Reviu Pelaksanaan Peningkatan 

Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) pada 

Pemerintahan Kota Ambon

PE.12.03/B/S

T-

216/PW25/3/2

022

18/05/2022 31/05/2022

PE.12.03/T/LHP-

124/PW25/3/202

2

31/05/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

P3DN Pemerintah Daerah Jumlah PP yang Tercapai Sesuai 

Target

Pengawasan P3DN Daerah April Mei Melaksanakan Pendampingan Penginputan Aplikasi 

SiswasP3DN pada Wilayah se-Provinsi Maluku

PE.08.01/B/S

T-

231/PW25/3/2

022

23/05/2022 30/05/2022

LGIAT-

17//PW25/Bidaw

as.APD/2022

15/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

P3DN Pemerintah Daerah Jumlah PP yang Tercapai Sesuai 

Target

Pengawasan P3DN Daerah April Mei Forum Diskusi Pengawasan Bidang PPKD Selaku Skill 

Akademi pada GIA Corpu BPKP

PE.07.01/B/S

T-

214/PW25/3/2

022

18/05/2022 26/05/2022
PE.00.01/T/LHP-

16/PW25/3/2022
02/06/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

P3DN Pemerintah Daerah Jumlah PP yang Tercapai Sesuai 

Target

Pengawasan P3DN Daerah April Mei Reviu Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri 

pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur

PE.12.02/T/S-

1501/PW25/3/

2022

26/08/2022 09/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

P3DN Pemerintah Daerah Jumlah PP yang Tercapai Sesuai 

Target

Pengawasan P3DN Daerah April Mei Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 

pada Pemerintah Kabupaten maluku Barat Daya

PE.12.02/T/S

T-

452/PW25/3/2

022

26/08/2022 07/09/2022

PE.12.03/T/LHP-

268/PW25/3/202

2

14/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

P3DN Pemerintah Daerah Jumlah PP yang Tercapai Sesuai 

Target

Pengawasan P3DN Daerah April Mei Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 

pada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan

PE.12.02/T/S

T-

453/PW25/2/2

022

26/08/2022 09/09/2022

PE.12.03/T/LHP-

246/PW25/3/202

2

13/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

P3DN Pemerintah Daerah Jumlah PP yang Tercapai Sesuai 

Target

Pengawasan P3DN Daerah April Mei Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 

pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

PE.12.02/T/S

T-

454/PW25/3/2

022

26/08/2022 09/09/2022

PE.12.03/T/LHP-

248/PW25/3/202

2

13/09/2022
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Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

P3DN Pemerintah Daerah Jumlah PP yang Tercapai Sesuai 

Target

Pengawasan P3DN Daerah April Mei Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 

pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

PE.12.02/T/S

T-

455/PW25/3/2

024

26/08/2022 09/09/2022

PE.12.03/T/LHP-

249/PW25/3/202

2

13/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

P3DN Pemerintah Daerah Jumlah PP yang Tercapai Sesuai 

Target

Pengawasan P3DN Daerah April Mei Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 

pada Pemerintah Provinsi Maluku

PE.12.02/T/S

T-

456/PW25/3/2

022

26/08/2022 09/09/2022

PE.12.03/T/LHP-

239/PW25/3/202

2

12/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

P3DN Pemerintah Daerah Jumlah PP yang Tercapai Sesuai 

Target

Pengawasan P3DN Daerah April Mei Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 

pada Pemerintah Kabupaten Buru

PE.12.02/T/S

T-

457/PW25/3/2

022

26/08/2022 09/09/2022

PE.12.03/T/LHP-

242/PW25/3/202

2

12/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

P3DN Pemerintah Daerah Jumlah PP yang Tercapai Sesuai 

Target

Pengawasan P3DN Daerah April Mei Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 

pada Pemerintah Kota Ambon

PE.12.02/T/S

T-

459/PW25/3/2

022

26/08/2022 09/09/2022

PE.12.03/T/LHP-

251/PW25/3/202

2

13/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

P3DN Pemerintah Daerah Jumlah PP yang Tercapai Sesuai 

Target

Pengawasan P3DN Daerah April Mei Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 

pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

PE.11.02/T/S

T-

464/PW25/3/2

022

26/08/2022 09/09/2022

PE.12.03/T/LHP-

252/PW25/3/202

2

13/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

P3DN Pemerintah Daerah Jumlah PP yang Tercapai Sesuai 

Target

Pengawasan P3DN Daerah April Mei Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 

pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

PE.12.02/T/S

T-

466/PW25/3/2

022

26/08/2022 09/09/2022

PE.12.03/T/LHP-

245/PW25/3/202

2

13/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

P3DN Pemerintah Daerah Jumlah PP yang Tercapai Sesuai 

Target

Pengawasan P3DN Daerah April Mei Reviu Peningkatan  Penggunaan Produk Dalam Negeri 

pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

PE.12.02/T/S

T-

467/PW25/3/2

022

26/08/2022 09/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

P3DN Pemerintah Daerah Jumlah PP yang Tercapai Sesuai 

Target

Pengawasan P3DN Daerah April Mei Reviu Peningkatan  Penggunaan Produk Dalam Negeri 

pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur

PE.12.02/T/S

T-

445/PW25/3/2

022

26/08/2022 09/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah

P3DN Pemerintah Daerah Jumlah PP yang Tercapai Sesuai 

Target

Pengawasan P3DN Daerah April Mei Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 

pada Pemerintah Kota Tual

PE.12.02/T/S

T-

468/PW25/3/2

022

26/08/2022 09/09/2022

103 107378 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Kartu Indonesia Pintar Jumlah PP yang Diawasi Pengawasan KIP Kemiskinan Ekstrem September Oktober

104 107549 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Nilai penyelamatan keuangan negara 

dan daerah

Respons Kecurangan ABT September Oktober Melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan 

Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan 

Makan dan Minum Tenaga Kesehatan Covid-19 pada 

RSUD dr. M. Haulussy Tahun 2020

PE.03.02/R/S

T-

425/PW25/5/2

022

22/08/2022 15/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Nilai penyelamatan keuangan negara 

dan daerah

Respons Kecurangan ABT September Oktober Melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan 

Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi 

Pembayaran Jasa Medical Check Up Pemilihan Calon 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota 

Pada Provinsi Maluku Tahun 2016 sampai dengan Tahun 

2020

PE.03.02/R/S

T-

430/PW25/5/2

022

22/08/2022 15/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Respons Kecurangan Nilai penyelamatan keuangan negara 

dan daerah

Respons Kecurangan ABT September Oktober Memberikan Keterangan Ahli di Persidangan pada 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon dalam 

Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) 

dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Pasanea 

Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku 

Tengah Tahun Anggaran 2015 dan 2016 atas nama 

tersangka Abu Wama alian Abu dkk (Idris Maswatu alias 

Idi)

PE.03.04/R/S

T-

473/PW25/5/2

022

30/08/2022 02/09/2022

PE.03.04/R/SP-

1607/PW25/5/20

22

12/09/2022

105 107550 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Pencegahan Kecurangan Persentase hasil Pengawasan 

preventif dan edukatif yang 

dimanfaatkan/ ditindaklanjuti

Pencegahan Kecurangan ABT Oktober November Bimbingan Teknis Peningkatan Efektifitas Pengendalian 

Korupsi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku 

Tengah Tahun 2022

PE.07.02/T/S

T-

504/PW25/5/2

022

14/09/2022 26/09/2022

PE.07.03/T/LHP-

286/PW25/5/202

2

27/09/2022

106 107757 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Investigasi

Tata Kelola Industri Kelapa 

Sawit

Persentase hambatan pelaksanaan 

pembangunan yang diselesaikan

Pengawasan atas Tata Kelola Industri 

Kelapa Sawit

Agustus September Audit Tujuan Tertentu atas Tata Kelola Industri Kelapa 

Sawit pada Provinsi Maluku Tahun 2022

PE.04.02/T/S

T-

444/PW25/5/2

022

26/08/2022 23/09/2022

PE.04.03/T/LHP-

276/PW25/5/202

2

22/09/2022

107 102052 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Pengembangan Kewirausahaan, 

Kemitraan dan Keperantaraan

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Pengawasan atas Pengembangan 

Kewirausahaan, Kemitraan dan 

Keperantaraan Pemda A

Agustus September Evaluasi Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan, dan 

Keperantaraan Tahun 2022 Dalam rangka Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Ambon

PE.09.02/T/

ST-

443/PW25/2/2

022

26/08/2022 09/09/2022

PE.09.03/T/LHP-

253/PW25/2/202

2

13/09/2022

108 103546 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Audit Program Pengembangan 

Infrastruktur Sosial Ekonomi 

Wilayah (PISEW) Kementerian 

PUPR

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Audit Kinerja Program Pengembangan 

Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 

(PISEW) Kementerian PUPR Tahun 2021

April Mei Audit Kinerja atas Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan 

Infrastruktur Sosial ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 

Anggaran 2021

PE.03.02/T/S

T-

284/PW25/2/2

022

22/06/2022 21/07/2022

PE.02.03/T/LHP-

194/PW25/2/202

2

29/07/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Audit Program Pengembangan 

Infrastruktur Sosial Ekonomi 

Wilayah (PISEW) Kementerian 

PUPR

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Audit Kinerja Program Pengembangan 

Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 

(PISEW) Kementerian PUPR Tahun 2021

April Mei Undangan Exit Meeting Pelaksanaan Audit Kinerja BPKP 

Kegiatan PISEW TA 2021
PE.09.01/B/ S-

1547/PW25/2/

2022

31/08/2022 08/09/2022

LGIAT-

21/PW25/Bidwas

IPP/2022

19/09/2022

Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Audit Program Pengembangan 

Infrastruktur Sosial Ekonomi 

Wilayah (PISEW) Kementerian 

PUPR

Nilai efisiensi pengeluaran negara 

dan daerah

Audit Kinerja Program Pengembangan 

Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 

(PISEW) Kementerian PUPR Tahun 2021

April Mei Exit Meeting Pelaksanaan Audit Kinerja BPKP Kegiatan 

PISEW TA 2021. Kegiatan tersebut direncanakan selama 

lima hari kerja mulai tanggal 4 September s.d 08 

September 2022, bertempat di Hotel Grandkemang, 

Jakarta

PE.09.01/B/ S-

1546/PW25/2/

2022 31/08/2022 08/09/2022

LGIAT-

21/PW25/Bidwas

IPP/2022

19/09/2022

109 107900 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Penanganan Covid-19-

Pembayaran Klaim RS

Nilai Kurang Bayar atas PNBP Reviu atas Utang Fasilitas Kesehatan TNI 

TA 2021

September Oktober

263 235

II PKPT Generik

Jumlah I



Lampiran 7

Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor Laporan Tgl. Laporan
No. PKPT ID BIDWAS TOPIK IKK

RealisasiRencana

1 106429 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Pusat

Audit Penggunaan Dana Penanganan 

Mendesak Tanggap Darurat Bencana 

Debris Sungai Way Ela

Februari Maret Audit Penggunaan Dana Penanganan Mendesak 

Tanggap Darurat Bencana Debris Sungai Way Ela 

Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku 

ST-

52/PW25/2/20

22

08/02/2022 04/03/2022
LHA-

65/PW25/2/2022
14/03/2022

2 106499 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Pendampingan atas Penyusunan SOP 

Bagian Umum pada Perumda Panca Karya

Januari Februari Pendampingan atas Penyusunan SOP Bagian Umum 

pada Perumda Panca Karya

ST-

23/PW25/4/20

22

19/01/2022 28/01/2022
LGIAT-

21/PW25/4/2022
02/02/2022

3 106803 Koordinator Pengawasan Kelompok 

JFA Bidang Akuntan negara

Pendampingan atas Penyusunan SOP 

Bagian Umum dan Kepegawaian pada 

Perumda Panca Karya

Maret April Bimbingan Teknis Penyusunan SOP Bagian Umum pada 

Perumda Panca Karya Ambon

ST-

140/PW25/4/2

022

22/03/2022 01/04/2022
LGIAT-

02/PW25/4/2022
01/04/2022

3 3

266 238

 

Jumlah II

Jumlah I dan II




